RESPONSIBILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD SALEWANGAN KABUPATEN MAROS by MUSLIMAH, SYARIFAH
  
SKRIPSI 
 
RESPONSIBILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA 
RSUD SALEWANGAN KABUPATEN MAROS 
 
Oleh : 
 
 
SYARIFAH MUSLIMAH 
E211 12 279 
 
 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
2016 
 
i 
 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 
 
Syarifah Muslimah (E211 12 279), Responsibilitas Pelayanan Publik pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Kabupaten Maros, XII+118 
Halaman+13 Gambar+4 Tabel+39 Daftar Pustaka (1998 – 2014)+ 8 Lampiran 
 
Bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah salah satunya 
adalah pelayanan kesehatan. Pemerintah telah mendirikan rumah sakit dan pusat 
kesehatan sebagai sarana di dalam memenuhi pelayanan akan kebutuhan 
kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah 
Salewangan Kabupaten Maros. pemerintah harus bertanggung jawab terhadap 
pemberian pelayanan kesehatan yang memuaskan kepada masyarakat. Namun 
dalam pemberian pelayanan yang dilakukan, masih terdapat beberapa 
permasalahan yang sering terjadi seperti pelayanan yang tidak sistematis, lamban, 
pegawai yang kurang disiplin dan juga kurangnya sarana prasarana. Oleh karena itu 
dibutuhkan responsibilitas dari petugas pemberi pelayanan publik di rumah sakit, 
karena responsibilitas merupakan bukti organisasi bertanggungjawab dalam 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas 
pelayan kesehatan di RSUD Salewangan. penelitian ini menggunakan penelitian 
deskriptif kualitatif . Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan sekitar 1 bulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum responsibilitas 
pelayanan kesehatan di RSUD Salewangan semakin membaik, walaupun masih ada  
kekurangan yang harus diperbaiki. Menurut hasil penelitian berdasarkan tipe 
responsibilitas menurut Frederick Mosher ada beberapa kekurangan yang 
ditemukan. Diantaranya petugas yang lamban dalam melayani, petugas yang malas 
dan jarang tersenyum, fasilitas, dan pelayanan yang lama. 
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The form of public service which is implemented by the government one 
of all is health service. Government have built hospital and health center as the 
infrastructure for trying to meet the needs of public health. One of which is 
Salewangan Hospital Maros Regency.Goverment should be responsible to giving a 
satisfying health service. But in the process of service serving is done, there are still 
some problems that often occur as unsystematically service, slow service, 
undicipline personnel, and facility. Therefore it takes responsibility of public service, 
because the responsibility is evidence of organization to responsible and giving a 
service to the public. 
In general, this study aims to analyze the responsibility of health service 
in Salewangan Hospital of Maros Regency. This study used a qualitative descriptive 
approach. The data collection is observation, interviews, and documenter conducted 
approximately 1 month. 
The result showed that overall responsibility of healt service in 
Salewangan Hospital alredy good, altought there are some shortcomings that still 
need to improve. Accourding to the result of research on the kind of responsibility by 
Frederick Mosher, there aresome deficiencies found. Like a the lack of respon on 
giving service, nurse is lazy and never give smile, facility, and slow serving. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 
ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia. Pelayanan publik sekarang ini menjadi salah satu isu 
penting dan terus berkembang serta penuh kritik dalam perkembangannya di 
masyarakat. Ide awal pelayanan publik berasal dari sektor swasta yang 
kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). 
Meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah faktor utama terselenggaranya 
pelayanan publik yang baik. Dalam UU No. 25 tahun 2009 pasal 18 tentang 
pelayanan publik, dijelaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan 
yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. 
Menurut Miftah Thoha, pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang 
harus mendahulukan  kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 
mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik. 
Tugas pelayan masyarakat lebih menekankan kepada mendahulukan 
kepentingan publik, mempermudah urusan dan senantiasa mengutamakan 
kepuasan publik di dalam memberikan pelayanan. Tujuan pelayanan publik 
adalah memenuhi kebutuhan warga pengguna agar dapat memperoleh 
pelayanan yang diinginkan dan memuaskan. Karena itu, penyedia layanan harus 
mampu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan warga pengguna, kemudian 
memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga tersebut 
(Dwiyanto,2014:149). 
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Pelayanan publik dapat menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, 
transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan 
pokok, dan masih banyak lain (Agus Dwiyanto, 2014 : 96).  
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 
adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal ini menuntut penyedia 
jasa layanan kesehatan seperti rumah sakit untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga memberikan kepuasan bagi 
konsumen selaku pengguna jasa kesehatan. 
Azwar mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu yang dianggap 
memiliki peranan cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
Agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan maka pelayanan harus memenuhi berbagai syarat diantaranya 
tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, 
dijangkau, dan bermutu. (http://library.stikesh.ac.id/files/disk/2/e-library) 
Dalam UU nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, telah ditetapkan 
bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh 
perlindungan terhadap kesehatannya dan Negara yang bertanggung jawab 
mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi 
masyarakat miskin dan tidak mampu. Seperti yang tertuang dalam keputusan 
Mentri Kesehatan RI No. 91/Menkes/SK/VI/2000 yaitu tujuan pembangunan 
kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal. 
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Pemerintah telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
pelayanan kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan pusat kesehatan 
masyarakat (PUSKESMAS) di seluruh wilayah Indonesia.  
Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting 
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah 
Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberi 
kepuasan kepada pasiennya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Seperti dalam UU No. 44 tahun 2009 “penyelenggaraan pelayanan pengobatan 
dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit”. 
Namun usaha pemerintah sampai saat ini dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan kesehatan belum dapat memenuhi harapan masyarakat, masih 
banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak puas dengan pelayanan yang 
diberikan oleh Rumah Sakit baik dari segi pemeriksaan yang kurang diperhatikan 
oleh petugas kesehatan, lama waktu pelayanan, dan sarana/fasilitas. 
Kondisi pelayanan yang ideal realitasnya sangat sulit untuk diwujudkan 
dalam birokrasi. Ketidakjelasan pembagian wewenang, pembagian kerja, serta 
sikap pimpinan kantor yang sewenang – wenang memberikan tugas kepada 
aparat bawahan tanpa mempertimbangkan aspek sifat pekerjaan, urgensi 
pekerjaan, dan dampak pemberian tugas terhadap kualitas pemberian layanan 
kepada masyarakat. Kondisi tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat 
menjadi terganggu. (Agus Dwiyanto , 2006 : 70) 
Hasil poling pendapat pusat informasi Departemen Kesehatan Jakarta 
tahun 2000, diketahui bahwa salah satu faktor yang paling sering menjadi 
keluhan pasien adalah sikap acuh tak acuh petugas dalam memberikan 
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pelayanan kesehatan, baik itu pada saat pasien mendaftar di loket sampai 
dengan pemeriksaan atau pengambilan resep. Kasus yang banyak terjadi seperti 
halnya pemberian layanan yang terbengkalai disebabkan tingkat kesadaran 
pemberi layanan maupun pegawai rumah sakit yang kurang. Aturan ataupun 
prosedur pemberian layanan tidak selalu berjalan sesuai dengan penerapannya 
di dalam proses pemberian layanan. Banyaknya keluhan masyarakat tentang 
tingkah laku dan juga alur kerja pegawai rumah sakit yang kurang memuaskan 
dan kurang tanggap terhadap pasien ini menjadi salah satu gambaran pemberi 
layanan tidak melaksanakan alur ataupun prosedur pelayanan yang sesuai. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilda Herdiani di Rumah Sakit Sayang 
Rakyat Makassar pada tahun 2014 menganalisis permasalahan-permasalahan 
tersebut dengan melihat sejauhmana tingkat responsivitas atau daya tanggap 
pemberi layanan di rumah sakit tersebut sehingga masih banyaknya keluhan 
pelayanan mengenai lambatnya pemberian layanan. Penelitian tersebut terfokus 
untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan dari sisi ketanggapan pemberi 
layanan kepada pasien, seperti menyelesaikan permasalahan mengenai 
lamanya waktu pelayanan dan kurang tanggapnya terhadap pasien.  
Dalam sebuah penelitian lain yang terkait mengenai system pelayanan di 
rumah sakit adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniati di RS Wahidin 
Sudirohusodo tahun 2013, fokus yang diteliti adalah sama yaitu menganalisis 
permasalahan ketanggapan atau daya tanggap pemberi layanan. Sedangkan 
pada kasus yang banyak ditemukan, selain daya tanggap dan respon pemberi 
layanan kepada pasien yang menjadi masalah dari semua keluhan pengguna 
layanan adalah etika, sikap, dan disiplin kerja pegawai yang mempengaruhi hal-
hal tersebut. Sikap dan etika pegawai yang tidak berlandaskan standard dan 
5 
 
prosedur kerja akan menyebabkan munculnya permasalahan seperti kurangnya 
daya tanggap dan juga sikap semena-mena dari pelayan publik. Keluhan pasien 
baik tentang lamanya waktu pelayanan, lambatnya pemberian layanan, sikap 
acuh tak acuh petugas, disiplin terbengkalai petugas, dan juga proses 
administrasi dan proses pelayanan menjadi salah satu sebab kurangnya tingkat 
responsibilitas pihak rumah sakit dalam proses pemberian layanan. Apabila 
pemberi layanan kurang memperhatikan tingkat responsibilitas maka akan 
mengurangi kualitas dari pelayanan yang diberikan. 
Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi  untuk mengatur 
sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang 
diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat 
partisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah 
ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi 
dan organisasi yang benar telah ditetapkan. 
Responsibilitas menurut Friedrich dalam Darwin (1997) merupakan konsep 
yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki 
administrator publik untuk menjalankan tugasnya. (Pendi,2011) 
Islmay (1998) mengatakan bahwa responsibilitas subyektif lebih 
mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam equity 
(hak menurut keadilan/kewajaran), equality (oersamaan hak), fairness (kejujuran) 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi 
lainnya. (Pendi, 2011) 
Kurangnya tingkat responsibilitas pada pelayan publik akan mengurangi 
kualitas dari sebuah produk pelayanan. Tidak dipungkiri pada pelayanan 
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kesehatan yang produknya merupakan jasa pelayanan terhadap pasien maupun 
pengunjung merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang terikat dengan 
prinsip, aturan, dan prosedur yang mengikat. Oleh karena itu, responsibilitas 
sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan agar 
dapat mengukur kepuasan pelanggan dan kualitas layanan yang dihasilkan. 
Ukuran akuntabilitas dan responsibilitas yang selama ini digunakan oleh 
lembaga pengawasan harus diubah. Selama ini lembaga pengawasan 
cenderung memiliki perspektif yang sempit dalam menilai kinerja dan kepatuhan. 
Kinerja dinilai dari kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur, sementara 
peraturan dan prosedur dipahami secara statis dan tekstual serta tidak 
memberikan ruang terhadap kontekstualisasi dan relevansi dari peraturan dan 
prosudur itu sendiri. (Agus Dwiyanto, 2012 :116) 
Tingkat responsibilitas dalam pelayanan sangat mempengaruhi penilaian 
kinerja dari pegawai dan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Kinerja yang baik 
akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas sehingga dalam mengukur 
kinerja maka dinilai dari kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. 
Kualitas pelayanan publik yang baik adalah yang mampu memenuhi tingkat 
kepuasan pelanggan dari semua lini dan sisi. Berdasarkan beberapa fenomena 
yang ditemukan di masyarakat. Terdapat banyak keluhan mengenai proses 
pelayanan administrasi rumah sakit yang tidak mudah bahkan cenderung sulit. 
Fakta yang terlihat dari berbagai kasus bahwa keluhan utama dari pasien rumah 
sakit adalah lambatnya pegawai dalam memberikan pelayanan administrasi dan 
juga kesehatan sehingga pasien mengalami kerugian waktu dan juga lambatnya 
urusan yang terkadang sangat penting dan diperlukan. 
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Levine dalam Agus Dwiyanto (2014 : 144) mengemukakan tiga konsep 
yang dapat digunakan untuk menilai kuaitas pelayanan publik, yaitu: 
1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan  
keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.  
2. Responsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh 
proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan 
prinsipprinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang 
benar dan telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan 
stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 
Melihat permasalahan yang banyak terjadi dalam pelaksanaan pelayanan 
kesehatan, maka sangat penting untuk melihat bagaimana responsibilitas 
pelayanan dalam rumah sakit agar pelayanan yang diberikan kepada pasien 
maupun masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan aturan 
serta prosedur yang berlaku sehingga pelayanan yang dihasilkan berkualitas dan 
lebih baik. 
Rumah sakit umum Salewangan Kabupaten Maros adalah salah satu 
rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Maros. Rumah sakit ini 
merupakan salah satu rumah sakit umum terbesar di Kabupaten maros dengan 
melayani pasien rawat inap maupun rawat jalan dan juga menampung rujukan 
dari puskesmas daerah maupun klinik kesehatan. 
Sebagai rumah sakit umum daerah yang cukup besar, pelayanan rumah 
sakit ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Keluhan yang kemudian muncul 
adalah seperti lambatnya pengurusan administrasi, lambatnya penanganan 
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terhadap pasien, sikap pegawai dan juga kurangnya pastisipasi pegawai dalam 
memberikan informasi kesehatan, serta pelaksanaan tugas pegawai yang lalai.  
Dalam beberapa artikel yang berisi tentang system pelayanan RSUD 
Salewangan banyak memuat kasus pelayanan yang kurang memuaskan pasien 
dan pengunjung. Walaupun telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang 
cukup namun pelayanannya memprihatinkan. Salah satu artikel yang terbit pada 
Oktober 2014 yang lalu dengan wawancara langsung kepada pihak HIPMI Maros 
bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Salewangan Kabupaten 
Maros kepada masyarakat dianggap mengecewakan. Hal ini didasari oleh 
pengakuan salah satu pasien operasi mengenai pelayanan yang tidak maksimal 
yang diberikan selama menjalani operasi.(http://Skornews.com/PelayananRSUD) 
Pada 27 Oktober 2015 juga terdapat artikel lain yang menyebutkan bahwa 
pelayanan RSUD Salewangan Maros mendapat sorotan dari Reclaserring 
Indonesia terkait dengan buruknya birokrasi yang ada di lingkup RSUD 
Salewangan Maros. Pihak rumah sakit memberikan pelayanan tidak sesuai 
dengan Standar Operasional Prosedur dimana pasien disuruh menyimpan 
jaminan jika administrasinya tidak lengkap dan dokter yang hanya memberikan 
resep melalui telpon usai dijelaskan perawat terkait kondisi pasien. 
Selain dipersulit secara birokrasi, pelayanan yang diberikan oleh rumah 
sakit cenderung pilih kasih dan menimbulkan kecenderungan pelayanan 
maksimal kepada pihak kalangan atas. Selain itu pula pimpinan Rumah Sakit 
dinilai lemah dalam melakukan kontrol terhadap Rumah Sakit sehingga pasien 
banyak yang kecewa terkait pelayanan dan kondisi RS. Selain itu pula sikap pilih 
kasih dari pegawai dan pemberi pelayanan cenderung membuat masyarakat 
miskin mengeluh tentang pelayanan yang diberikan seadanya. 
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Hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar penulis untuk melakukan 
penelitian berkaitan dengan pelayanan yang ada di RSUD ini. Oleh karena itu 
dalam kesempatan ini penulis mengambil judul “Responsibilitas Pelayanan 
Publik di RSUD Salewangan Kabupaten Maros”. 
 
I.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas telah dikemukakan, ,maka yang menjadi rumusan 
masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
responsibilitas pelayanan kesehatan pada pemberian pelayanan kesehatan di 
rumah sakit umum daerah Salewangan?. 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Menganalisis responsibilitas pelayan kesehatan pada pemberian 
pelayanan di rumah sakit umum daerah Salewangan. 
2. Menganalisis wujud responsibilias pada pemberian pelayanan di rumah 
sakit umum daerah Salewangan. 
 
I.4 Manfaat Penelitian 
a. Praktis 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan 
masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada penyelenggara kesehatan 
pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Kabupaten Maros. 
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Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu pelayanan 
kesehatan sesuai dengan harapan masyarakat. 
b. Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas 
akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah 
responsibilitas pelayanan publik bagi peneliti lain. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Konsep Responsibilitas 
II.1.1 Pengertian Responsibilitas 
Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi  untuk mengatur 
sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang 
diberlakukan atau prosedur yang telah di atur. Responsibilitas mengukur tingkat 
pastisipasi pemberi layanan melaksanakan tugasnya. Responsibilitas adalah 
ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi 
dan organisasi yang benar telah ditetapkan. 
Responsibilitas menurut Friedrick merupakan konsep yang berkenaan 
dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator 
publik untuk menjalankan tugasnya. 
Islmay dalam bukunya mengatakan bahwa responsibilitas subyektif lebih 
mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam equity 
(hak menurut keadilan/kewajaran), equality (persamaan hak), fairness (kejujuran) 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi 
lainnya. 
Dalam sebuah hasil kajian tahun 2006 mengenai pengembangan ukuran  
penilaian GEG (Good Eksekutif Governance) yang menghasilkan indikator dalam 
prinsip responsibilitas menyebutkan enam indikator, yaitu : 
1. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang. 
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan 
wewenang. 
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3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia). 
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan. 
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana. 
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja. 
Responsibilitas merupakan standar dalam pengukuran kualitas dari sebuah 
pelayanan publik, sebagaimana dalam Dwiyanto (2014: hal 143-144) 
menyebutkan bahwa untuk menilai kualitas pelayanan publik itu sendiri, terdapat 
sejumlah indikator yang dapat digunakan. Menurut Levine, produk pelayanan 
publik di dalam Negara demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator 
yaitu responsiveness, responsibility, dan accountability. 
1. Responsivitas, adalah daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan  
keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan.  
2. Responsibilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh 
proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan 
prinsipprinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang 
benar dan telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas, adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan 
stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. 
Dalam buku Cooper (1998), responsibilitas adalah kunci dari konsep 
pengembangan etika dalam peranan administrasi. Menurut pengamatan 
Frederick Mosher (1968), responsibilitas mungkin menjadi kata yang paling 
penting dalam semua kosakata di dalam administrasi, publik, dan privat. Dua 
aspek utama dari konsep tersebut, seperti apa yang didefinisikan oleh Mosher, 
adalah menggunakan responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif. 
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II.1.2 Jenis Reponsibilitas 
Dua jenis responsibilitas yang dapat ditemukan adalah terkadang disebut 
sebagai responsibilitas subjektif dan responsibilitas objektif. Responsibilitas 
obyektif harus dilakukan dengan tuntutan dari luar diri kita, sedangkan 
responsibilitas subjektif yaitu terfokus pada hal-hal yang membuat seseorang 
merasa bertanggung jawab.(Terry L.Cooper, 1998 : 66)  
Mosher, 1968 dan Winter, 1966 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis 
responsibilitas yaitu (Terry L.Cooper, 1998 : 66) : 
1. Objective responsibility 
Bentuk spesifik dari responsibilitas objektif menyangkut dua dimensi yaitu 
akuntabilitas dan kewajiban. Semua hal mengenai responsibilitas objektif 
melibatkan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan kolektif, dan 
tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu, bawahan, dan terhadap pencapaian 
tujuan. Bermula pada akuntabilitas dan berakhir dengan kewajiban. akuntabilitas 
dan kewajiban menyangkut responsibilitas kepada orang lain, hal ini adalah 
dimensi ganda dari responsibilitas objektif administrasi. 
Dalam hal kepentingan umum kewajiban adalah hal yang lebih mendasar 
dan akuntabilitas adalah cara untuk memastikan pemenuhan kewajiban dalam 
sebuah tingkatan struktur. akuntabilitas menyiratkan hubungan bawahan dan 
atasan dan kewenangan dari atas ke bawah dalam mengatur kerjasama untuk 
pencapaian tujuan bersama (Terry L. Cooper, 1998 : 67). 
Jika kita menjelaskan dua aspek responsibilitas objektif dalam konteks 
organisasi dan politik pada administrasi publik, kita dapat menegaskan hubungan 
dari responsibilitas yang diciptakan antar aktor dalam proses kebijakan. Hal ini 
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akan memperjelas hubungan di dalam akuntabilitas dan juga hubungan di dalam 
pemenuhan kewajiban-kewajiban dasar. 
Dalam responsibilitas objektif dimana terdapatnya dua dimensi yang terkait 
yakni akuntabilitas dan kewajiban akan melihat sejauhmana 
pertanggungjawaban actor dalam organisasi publik menjalankan kewajibannya. 
Responsibilitas objektif dalam pemenuhan dimensi akuntabilitas dan kewajiban 
tersebut dapat dilihat melalui proses pertanggungjawaban sebagai berikut (Terry 
L.Cooper, 1998:67) : 
1. Administrator publik bertanggung jawab langsung kepada atasan di 
dalam organisasi mereka dalam melaksanakan arahan atau tujuan 
yang telah disepakati, dan untuk mengarahkan bawahan mereka. 
2. Administrator publik bertanggung jawab untuk pejabat terpilih untuk 
melaksanakan keinginan mereka sebagaimana yang termaktub 
dalam kebijakan publik yang terlaksana. 
3. Administrator publik bertanggung jawab untuk warga dalam hal sikap, 
pemahaman, preferensi, tuntutan, dan kepentingan mereka yang lain. 
Objective responsibility, yaitu menyangkut dua dimensi responsibilitas : 
akuntabilitas dan kewajiban, administrator publik harus bertanggung jawab atas 
kewajiban dari tugas yang dibebankan kepadanya. Beberapa indikator yang 
kemudian dapat melihat sejauhmana proses pertanggungjawaban dari seorang 
administrator dalam menjalankan kewajibannya yaitu dapat dilihat dari 3 macam 
pelaksanaan kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab berikut ini : 
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a. Bertanggung jawab atas pimpinan dalam hukum yang berlaku. 
Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban anda kepada pimpinan 
dengan mematuhi peraturan yang berlaku sebagai salah satu masalah dalam 
responsibilitas objektif. Seseorang dianggap perlu untuk bertindak dan 
berperilaku sesuai dengan keinginan pimpinan dalam arti pimpinan memiliki 
kekuasaan penuh atas diri anda. Responsibilitas objektif melibatkan 
akuntabilitas kepada orang lain dan pemenuhan kewajiban bagi standar 
tertentu yang berlaku dalam sebuah kategori kinerja. Hal ini disebut objektif 
ketika sumber dari akuntabilitas dan kewajiban terdapat di luar diri pribadi. 
Responsibilitas objektif bukanlah hasil dari serangkaian keputusan yang Anda 
buat tentang apa yang seharusnya dilakukan melainkan mengalir dari 
keputusan orang lain tentang apa yang diinginkannya di dalam posisi yang 
anda emban dan apa yang harus anda lakukan. Responsibilitas objektif 
umumnya menekankan pada kewajiban yang harus dijalankan bagi semua 
orang yang menduduki setiap jenis jabatan atau posisi tanpa upaya untuk 
mendahulukan kebutuhan individual, keterbatasan, preferensi, atau 
pelaksanaan kewajiban tertentu. 
Sebagai administrator publik, responsible to the law atau responsible 
terhadap hukum atau peraturan yang mengatur organisasi dan peilaku 
merupakan salah satu bentuk mewujudkan responsibilitas objektif. Hokum 
sebagai sumber objektif dari responsibilitas seorang  administrator publik 
seperti halnya : aturan dan kebijakan organisasi, uraian tugas resmi, dan 
standar professional. Pada akhirnya, responsible terhadap hukum menjadi 
kewajiban di dalam menegakkan konstitusi. Konstitusi dan beberapa pasal 
yang mengikat kepada warga Negara yang bekerja pada pelayaan publik 
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adalah perlu untuk dilaksanakan. Responsibel terhadap hukum adalah 
pedoman dan acuan bagi organisasi publik dan pelayanan publik bahwa 
mereka berada dan bekerja atas nama publik. 
b. Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan. 
Selain hukum terdapat banyak sumber objektif dari responsibilitas 
seorang  administrator publik seperti halnya : aturan dan kebijakan organisasi, 
uraian tugas resmi, dan standar profesional. Namun, di samping hukum, 
responsibilitas objektif yang paling menonjol dialami adalah struktur 
pertanggungjawaban berjenjang dari organisasi tempat anda bekera,seperti 
tanggung jawab kepada atasan organisasi dan tanggung jawab untuk 
pelaksanaan kewajiban bawahan.  
Paul Appleby (1952) berpendapat bahwa hierarki atau tingkatan adalah 
struktur yang bersifat  formal dan bagian dari responsibilitas.. Rantai komando 
dengan perwakilan berjenjang dari sebuah responsibilitas adalah sarana dari 
peraturan yang diperkirakan dalam program dan pelayanan. 
c. Bertanggung jawab terhadap masyarakat. 
Bentuk ketiga dari responsibilitas objektif menurut Held tahun 1970 
adalah kewajiban untuk melayani kepentingan publik. apakah dengan sumpah 
jabatan, kode etik, atau mandat, semua administrator publik bertanggung 
jawab untuk menilai perilaku mereka dalam hal kepentingan umum. Hasilnya 
adalah administrator publik dihadapkan dengan berbagai alternatif untuk 
mewujudkan kepentingan umum, bebas melaksanakannya, dan diharapkan 
untuk melayani kepentingan umum meskipun jauh dari dasar dan bagian 
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responsibilitas objektif baik itu dalam hal kemauan dari pejabat terpilih dalam 
hukum yang berlaku atau komando di setiap rantai organisasi. 
Waldo dalam Terry L.C : 1998 mengatakan bahwa kewajiban utama 
untuk melayani kepentingan publik dari warga negara menyebabkan 
administrator dengan bagaimanapun harus mengedepankan semua 
kepentingan yang ada untuk dilaksanakan, bagaimanapun harus 
mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dia atas diri 
pribadi, keluarga, kelompok, atau suku di dalam member keputusan. 
2. Subjective responsibility 
Diluar dari berbagai kewajiban yang merupakan salah satu dimensi 
responsibilitas, bersama dengan ini juga terdapat perasaan kita sendiri, dan 
keyakinan tentang responsibilitas itu sendiri. Responsibilitas objektif muncul dari 
tuntutan hukum, organisasi, dan masyarakat pada peran kita sebagai 
administrator publik, tetapi responsibilitas subjektif berakar pada keyakinan kita 
tentang kesetiaan, hati nurani, dan identifikasi. Responsibilitas subjektif dalam 
melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang 
dikembangkan melalui pengalaman pribadi. Kita percaya untuk mentaati hukum, 
dan sehingga kita didorong oleh hati nurani kita untuk bertindak dengan cara 
tertentu, bukan karena kita diwajibkan untuk melakukannya oleh supervisor atau 
hukum itu sendiri tetapi karena dorongan batin yang terdiri dari keyakinan, nilai-
nilai, dan karakter yang kemudian dipahami sebagai kecenderungan untuk 
bertindak dengan cara tertentu. Responsibilitas subjektif menyangkut tingkat 
kesetiaan, nilai-nilai, dan juga karakteristik. 
18 
 
Perasaan dan keyakinan tentang tanggung jawab kepada seseorang atau 
sesuatu muncul dari proses sosialisasi. Hal tersebut adalah manifestasi dari nilai-
nilai, sikap, dan keyakinan yang telah kita peroleh dari keluarga, sekolah, 
masyarakat, agama, teman, pelatihan profesional, dan keterlibatan di dalam 
organisasi. Melalui pengalaman ini kita mulai melihat pola di alam fisik dan 
perilaku orang lain yang menjadi bagian dari sistem kognitif kita.  
Tanggung jawab subjektif berakar pada keyakinan yang menentukan dasar 
dalam bertindak yang kita sebut sebagai nilai-nilai, yang menjadi lebih atau 
kurangnya dijabarkan sebagai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini menghubungkan 
nilai-nilai di dalam melakukan sesuatu. Ketika kita menghadapi masalah dan isu-
isu, nilai-nilai kita, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan mereka, menimbulkan 
perasaan dan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu, atau untuk 
mencari pemenuhan dari beberapa tujuan tertentu. 
II.1.3 Model Responsibilitas 
Pada umumnya model responsibilitas administrasi diketahui berkembang 
dari kombinasi terhadap komponen perilaku responsibilitas dan komponen dari 
etika individu. Beberapa model mengenali kewajiban dari organisasi dan 
peraturan dari warga yang harus lebih diutamakan. Model responsibilitas 
administrasi dibagi menjadi dua aspek yaitu komponen perilaku dan etika. Hal ini 
kemudian dapat dilihat dari table berikut (Terry L. Cooper, 1998 : 48-49) : 
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Perilaku responsibilitas Etika individu  
1. Kebutuhan individu 
2. Struktur organisasi 
3. Budaya organisasi 
4. Harapan masyarakat 
1. Delimitasi dan 
transcendence organisasi.  
2. Hukum dan mekanisme 
kelembagaan untuk 
membatasi kekuasaan 
organisasi. 
3. Kesadaran diri. 
Tabel 1. Model Responsibilitas 
 
II. 2 Konsep Pelayanan Publik 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pelayanan 
sebagai perihal cara melayani, servise/jasa, cara atau hasil pekerjaan melayani. 
Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang)dengan makanan dan minuman, 
menyediakan keperluan orang, menerima atau menggunakan. 
Pada dasarnya pelayanan dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, 
sekelompok orang dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung 
untuk memenuhi kebutuhan. Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan 
pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan merupakan suatu 
pemecahan permasalahan antara manusia sebagai  konsumen dan perusahaan 
sebagai penyelenggara pelayanan. 
Budiman Rusli dalam Sinambella (2006:3) berpendapat bahwa selama 
hidupnya manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya 
sesuai dengan life cycle theory of leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan 
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manusia pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia 
pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun. 
Moenir dalam jurnal ilmu administrasi 2 (2008:138 ) mengemukakan bahwa 
pelayanan itu adalah,: 
1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan yakni pelayaan 
yang cepat dalam arti tanpa hambatan. 
2. Memperoleh pelayanan secara wajar, yaitu pelayanan tanpa disertai 
kata-kata yang bernada meminta  sesuatu kepada pihak  yang 
dilayani dengan alas an apapun. 
3. Memperoleh perlakuan yang sama dalam pelayanan, yaitu tanpa pilih 
kasih dimana aturan dan prosedur diterapkan sama. 
4. Memperoleh perlakuan yang jujur dan terus terang. Ini menyangkut 
keterbukaan pihak yang melayani , seperti jika ada masalah  yang 
dihadapi dalam pemberian layanan sebaiknya dikemukakan terus 
terang. 
Pelayanan adalah cara melayani , membantu, menyiapkan, dan mengurus, 
menyelesaikan keperluan, kebutuhan sesorang atau sekelompok orang, artinya 
obyek yang dilayani adalah individu, pribadi, kelompok organisasi 
(Sianipar,1998), sedangkan publik dapat diartikan sebagai masyarakat atau 
rakyat (Ahmad Ainur Rohman, 2010:25). 
 
II.1.1 Definisi Pelayanan Publik 
Undang – Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan. Pada hakekatnya, pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan prima kepaa masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur negara sebagai abdi masyarakat. 
Kurniawan dalam Sinambella (2006:5) menyebutkan Pelayanan publik 
diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah ditetapkan. 
Pelayanan publik adalah suau bentuk pelayanan atau pemberian terhadap 
masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas- fasilitas umum, baik jasa maupun 
non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu 
pemerintah. 
Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai kepercayaan 
publik. Wqarga Negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan 
kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan  kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat 
dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika 
pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk 
mewujudkan pemerintah yang baik.(KajianPustaka.com_pelayanan publik). 
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Pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian 
terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas –fasilitas umum, baik 
jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini suatu 
pemerintahan. Dalam pemerintahan pihak yang memberikan pelayanan adalah 
aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan kelembagaannya (Ahmad 
Ainur Rohman,2010:3). 
Menurut Pandji Santosa (2008:57) pelayanan publik adalah pembeian jasa, 
baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun  pihak 
swastakepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 
kebutuhan atau kepentingan masyarakat. 
Pelayanan publik dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan 
hak-hak tersebut . Pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah baik dalam bentuk jasa maupun barang untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam rangka pelaksanaan undang-
undang. 
Di Indonesia berbagai konsep pelayanan publik pernah dikenalkan. 
Misalnya dalam SK Menpan No. 81/1993 yang cukup terkenal itu dijelaskan 
mengenai : 
1. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh 
suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
wewenangnya. 
2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh 
secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah terkerait lainnya. 
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3. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan 
secara terpadu pada suatu tempat/lokasi oleh beberapa instansi 
pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
4. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang 
oleh suatu instansi pemerintah lainnya yang terkait bidang pelayanan 
publik. Atau juga disebut “pelayanan prima”. 
Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan 
tersebut, sebaiknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan 
pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap negara berusaha 
meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.  
II.1.2 Jenis-Jenis Pelayanan 
Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan 
dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu : 
a. Pelayanan administratif 
Pelayanan yang diberikan olah unit pelayanan berupa pencatatan, 
penelitian, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara 
keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya 
sertifikat, rekomendasi, keterangan, dan lain-lain. Contoh pelayanan ini, 
antara lain : Sertifikat tanah, IMB, pelayanan administrasi kependudukan 
(KTP, akte kelahiran, akte kematian), dan lain sebagainya.  
b. Pelayanan barang 
Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan 
penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk 
distribusi termasuk penyampaiannya kepada konsumen langsung 
(sebagai unit/individu) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan 
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tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda atau yang 
dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi 
penggunanya. Contoh pelayanan ini, antara lain : Listrik, pelayanan air 
bersih, pelayanan telepon, dan lain sebagianya. 
c. Pelayanan jasa 
Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan 
prasarana  serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu 
sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa 
yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan 
habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contoh pelayanan ini, 
antara lain : Pelayanan angkutan darat/air/udara, pelayanan kesehatan, 
perbankan, pos, dan lain sebagainya. 
Ketiga jenis pelayanan tersebut, orientasinya adalah pelanggan atau 
masyarakat (publik). Artinya, kinerja pelayanan publik instansi pemerintah harus 
berorientasikan publik sehingga dapat mengubah paradigma aparatur dari 
“dilayani” menjadi “melayani. 
Selain itu pula, beberapa jenis pelayanan publik yang lainnya seperti (Badu 
Ahmad, 2013 : 30-31) : 
1. Pelayanan pemerintah, adalah jenis pelayanan masyarakat yang 
terkait tugas-tugas umum pemerintah seperti pelayanan KTP, SIM, 
pajak, dan keimigrasian 
2. Pelayanan pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan masyarakat 
yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk 
memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan 
aktifitasnya sebagai warga Negara 
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3. Pelayanan utilitas, yaitu jenis pelayanan yang terkait utilitas bagi 
masyarakat. 
4. Pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan 
yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan 
kebutuhan perumahan 
5. Pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang 
dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-
kegiatan social kemasyarakatan. 
 
II.1.3 Unsur-unsur pelayanan publik 
Menurut paparan Kajian Pustaka.com (2013) terdapat empat unsur penting 
dalam proses pelayanan publik, yaitu : 
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk 
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services). 
2. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 
penyedia layanan. 
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan. 
Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 
mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini 
sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para 
pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang 
dan atau jasa yang mereka nikmati. 
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II.1.4 Prinsip pelayanan publik 
Menurut UU no.25 tahun 2009 pasal 4 bahwa Penyelenggaraan pelayanan 
publik berasaskan : 
a. kepentingan umum 
b. kepastian hukum; 
c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f. partisipatif; 
g. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 
h. keterbukaan; 
i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
k. rentan; 
l. ketepatan waktu; dan 
m. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 
Ratminto dan Winarsih dalam Kajian Pustaka.com (2013) mengemukakan 
bahwa terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan 
pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu : 
1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan 
dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati 
dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. 
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, 
dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan. 
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3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain 
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat 
pengguna jasa pelayanan. 
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang 
benar-benar diperlukan. 
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas 
mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan. 
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 
mungkin dan setransparan mungkin. 
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan 
juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas 
dan tidak resah. 
8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara 
efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir 
yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan). 
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin 
harus ditetapkan selama mungkin. 
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan curtomers. Hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi customers 
harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta 
ketentuan ganti rugi. 
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11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat 
mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika 
muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat 
memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif 
sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan 
baik. 
Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memenuhi beberapa 
prinsip pelayanan sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan No. 63 
Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus 
memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut : 
a. Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan 
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 
1. Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik. 
2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
4. Kepastian waktu, Pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
c. Akurasi 
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
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d. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 
e. Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan 
publik. 
f. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 
g. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
h. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 
ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
i. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 
dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, 
toilet, tempat ibadah dan lain-lain. 
30 
 
II.1.5 Kualitas Pelayanan Publik 
Kualitas pelayanan menurut Evans and Lindsay (1997) adalah suatu 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas pelayanan juga 
diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan atau kebutuhan pelanggan, dimana 
pelayanan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa sesuai 
dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 
Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima 
yang tercermin dari : 
1. Transparansi , yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 
secara memadai serta mudah dimengerti. 
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang 
pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan 
memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif 
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, 
status sosial, dan lain-lain. 
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6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
layanan. (Sinambella, 2008:6) 
Fitzsimmons dalam Serdamayanti (2004:90) mengutarakan bahwa kualitas 
pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks sehingga untuk menentukan 
sejauh mana kualitas dari suatu pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu : 
a. Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, 
jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada pelanggan/customer. 
b. Responsiveness, kesadaran atau keinginan untuk membantu 
konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat. 
c. Emphaty, kemauan pemberian layanan untuk melakukan pendekatan, 
member perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan 
dan kebutuhan konsumen. 
d. Tangibles, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti 
peralatan atau perlengkapan yang menunjang pelayanan. 
Kualitas layanan adalah penawaran nilai tambah yang menyediakan 
rasa kepuasan yang lebih sehingga membuat customer ingin kembali untuk 
merasakan kepuasan lebih. Kualitas menurut Tjiptono dalam Pasolong (2008) 
adalah suatu kondisi dimana terdapat atau terjadi hal-hal sebagai berikut : 
a. Kesesuaian dengan persyaratan/tututan. 
b. Kecocokan pemakaian. 
c. Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan 
d. Bebas dari kerusakan 
e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 
f. Melakukan segala sesuatu secara benar  semenjak awal 
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g. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 
Menurut zeithaml dan Bitner, kualitas pelayanan (jasa) adalah tingkat 
keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 
untuk memenuhi keinginan pelanggan. 
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Mustofadidjaja dalam 
Badu Achmad (2013:53) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan 
pelayanan pada sektor publik : 
a. Menetapkan standar pelayanan, artinya standar tidak hanya 
menyangkut standar atas produk pelayanan, tetapi juga standar 
prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian  pelayanan 
berkualitas. 
b. Terbuka terhadap kritik dan saran maupun keluhan, dan menyediakan 
seluruh infomasi yang diperlukan dlam pelayanan. 
c. Memperlakukan seluruh masyarakat seagai pelanggan secara adil. 
d. Mempermudah akses terhadap seluruh pelanggan. 
e. Membenakan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut 
menyimpang. 
f. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani 
masyarakat pelanggan secara efektif dan efisien. 
g. Selalu mencari pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas 
pelayanan. 
Sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas kepuasan pelanggan 
(jasa) yang di kembangkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Zeithaml, Berry 
dan Parasuraman meliputi 10 dimensi, yaitu : 
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a. Tangibles ; keberadaan fisik pemberi pelayanan, meliputi tempat 
parkir, fasilitas gedung, tata letak dan tampilan barang, kenyamanan 
fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan modern. 
b. Reliability ; mencakup 2 hal pokok,yaitu konsistensi kerja 
(performance) dan kemampuan untuk dipercaya (dependability).Hal 
ini berarti perusahaan memberikan pelayanan (jasa) nya secara tepat 
sejak saat pertama (right in the firts time).Selain itu juga berarti 
bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya. 
c. Responsiveness ; pelayanan yang baik harus disertai dengan tingkat 
keikutsertaan /keterlibatan dan daya adaptasi yang tinggi, yaitu 
membantu dengan segera memecahkan masalah. 
d. Competence ; pelayanan yang baik harus di dasarkan kepada 
kecakapan/keterampilan yang tinggi. 
e. Access ;  meliputi memberikan/menyediakan keinginan pelanggan 
dan pelayanan yang mudah dihubungi. 
f. Courtesy ; pelayananyang baik harus disertai dengan sikap 
keramahan, kesopanan  kepada pihak yang dilayani. 
g. Communication ; pelayanan yang baik harus didasarkan kepada 
kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pihak yang di layani. 
h. Credibility ; pelayanan yang baik harus dapat memberikan rasa 
kepercayaan yang tinggi kepada pihak yang di layani. 
i. Security ; pelayanan yang baik harus memberikan rasa aman kepada 
pihak yang di layani dan membebaskan dari segala resiko atau 
keragu-raguan pelanggan. 
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j. Understanding The Customer ; pelayanan yang baik harus 
didasarkan kepada kemampuan menanggapi atau rasa pengertian 
kepada keinginan pihak yang dilayani. 
Dalam memenuhi kualitas pelayanan atau pelayanan yang berkualitas 
terdapat standar pelayanan yang harus ditetapkan. Standar pelayanan adalah 
tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan 
dan acuan penelitian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara  kepada masyarakat dalam rangka pelayananan yang berkualitas, 
cepat, mudah, terjangkau,dan terukur. Dalam setiap penyelenggaraan pelayanan 
harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan 
wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan. 
Pedoman penyusunan standar pelayanan publik didasarkan pada 
peraturan Menpan Nomor 20 tahun 2006. Komponen standar pelayanan publik 
menurut peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 
tahun 2006 sekurang-kurangnya meliputi : 
1. Jenis pelayanan, yaitu: pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit 
penyelenggara pelayanan 
2. Dasar hukum pelayanan, yaitu: peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan 
3. Persyaratan pelayanan, yaitu: syarat-syarat yang harus dipenuhi 
dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis 
maupun administratif 
4. Prosedur pelayanan, yaitu: tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 
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5. Waktu penyelesaian pelayanan, Yaitu: jangka waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 
pelayanan 
6. Biaya pelayanan, yaitu: besaran biaya/tarif pelayanan yang harus 
dibayarkan oleh penerima pelayanan 
7. Produk pelayanan, yaitu: hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
8. Sarana dan prasarana, yaitu: fasilitas yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan termasuk fasilitas pelayanan bagi 
penyandang cacat 
9. Mekanisme penanganan pengaduan, Yaitu: tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
II.3 Pelayanan Kesehatan 
II.3.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan 
Istilah kesehatan itu sendiri, di dalam Undang-undang no.9 tahun 1960, 
tentang pokok-pokok, Bab I pasal 2 di definisikan sebagai berikut : 
“yang dimaksud dengan kesehatan di dalam undang-undang ini ialah 
keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani(mental), dan sosial dan bukan 
hanya keadaan yang bebas dari penyakit,cacat,dan kelemahan”(5). (Juli 
Soemirat : 5) 
Definisi kesehatan tersebut sangat irip dengan definisi yang dianut oleh 
organisasi kesehatan sedunia sebagai berikut : 
“health is defined as a state of complete physical, mental, and social 
wellbeing and not merely the absence of diseaseor infirmity”(6). 
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Istilah ini telah sedikit berubah di dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia nomor : 23 tahun 1992 tentang kesehatan Bab 1 pasal 1 sebagai 
berikut : 
“kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi”(7) 
 
II.3.2 Dimensi Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan kesehatan adalah pemberian jasa pelayanan yang dituntut 
memiliki kualitas yang baik bagi pelanggannya. Pelayanan kesehatan akan 
dirasakan berkualitas oleh para pelanggan jika penyampaiannya dirasakan 
melebihi harapan para pengguna layanan. 
Garvin menguraikan kualitas jasa pelayanan menjadi delapan dimensi yaitu 
(Gde Muninjaya, 2011 :8) : 
1. Karakteristik operasional kinerja produk utamanya. 
2. Berbagai keistimewaan  tambahan yang diberikan kepada 
penggunanya. 
3. Kehandalannya 
4. Kesesuaian pelayanan dengan spesifikasi produk 
5. Daya tahan 
6. Kemampuan layanan purna jual 
7. Estetika  
8. Pencitraan publik 
Faktor lain yang juga digunakan oleh konsumen untuk mengukur kualitas 
jasa adalah outcome, process, dan image dari jasa tersebut. Menurut Gronroos, 
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ketiga kriteria tersebut dijabarkan menjadi enam unsur (Gde Muninjaya, 2011 : 8-
9) : 
1. Professional and skill 
Di bidang pelayanan kesehatan, criteria ini berhubungan dengan 
outcome, yaitu tingkat kesembuhan pasien. Pelanggan menyadari 
bahwa jasa pelayanan kesehatan dahasilka oleh SDM yang memiliki 
pengetahuan dan keterampilan professional yang berbeda. Institusi 
penyedia pelayanan kesehatan harus menjamin reputasi dokter dan 
petugas kesehatan lainnya yang bekerja pada institusi pelayanan 
kesehatan tersebut. Dokter dan petugas kesehatan menjadi factor 
prodeksi utama yang menentukan hasil (outcome) pelayanan 
kesehatan, termasuk yang akan menjamin tingkat kepuasan para 
penggunanya. 
2. Attitudes and behavior 
Criteria sikap dan perilaku staf akan berhubungan dengan proses 
pelayanan. Pelanggan institusi jasa pelayanan kesehatan akan 
merasakan kalau dokter dan paramedic rumah sakit sudah melayani 
mereka dengan baik sesuai SOP pelayanan. Situasi ini ditunjukkan 
oleh sikap dan perilaku positif staf yang akan membantu para penggu 
pelayanan kesehatan mengatasi keluhan sakitnya. 
3. Accessibility and flexibility 
Criteria penilaian ini berhubungan dengan proses pelayanan. 
Pengguna jasa pelayanan akan merasakan bahwa institusi penyedia 
pelayana jasa, lokasi, jam kerja, dan sistemnya dirancang dengan baik 
untuk memudahkan para pengguna mengakses pelayanan sesuai 
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dengan kondisi pengguna jasa (fleksibilitas), yaitu disesuaikan dengan 
keadaan sakit pasien, jarak yang harus ditempuh, tarif pelayanan, dan 
kemampuan ekonomi pasien atau keluarga untuk membayar tarif 
pelayanan. 
4. Reliability and trustworthiness 
Criteria penilaian ini juga berhubungan dengan proses pelayanan. 
Pengguna jasa kpelayanan kesehatan bukan tidak memahami resiko 
yang mereka hadapi jika memilih jasa pelayanan yang ditawarkan oleh 
dokter. Misalnya, operasi Caesar pada sebuah persalinan. Pasien dan 
keluarganya sudah mempercayai sepenuhnya dokter yang akan 
melakukan tindakan operasi tersebut karena pemahaman dan 
reputasinya. Untuk itu, operasi yang ditawarkan oleh dokter tetap 
dapat diterima meskipun pasien dan suaminya mengetahui resiko yang 
akan dihadapi. 
5. Recovery 
Criteria ini juga berhubungan dengan proses pelayanan. Pelanggan 
memang menyadari kalau ada kesalahan atau risiko akibat tindakan 
medis yang diambil, tetapi para pengguna jasa pelayanan 
mempercayai bahwa institusi penyedia jasa pelayanan sudah 
melakukan perbaikan  (recovery) terhadap mutu pelayanan yang 
ditawakan kepada publik untuk mengurangi resiko medis yang akan 
diterima pasien. 
6. Reputation and credibility 
Criteria ini berhubungan dengan image. Pelanggan akan meyakini 
benar bahwa institusi penyedia jasa pelayanan kesehatan memang 
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memilki reputasi yang baik, dapat dipercaya, dan punya nilai (rating) 
tinggi di bidang pelayanan kesehatan. Kepercayaan ini sudah terbukti 
dari reputasi peayanan yang sudah ditunjukkan selama ini oleh institusi 
penyedia jasa pelayanan kesehatan ini. 
 
II.3.3 Bentuk dan Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
Dalam bukunya “manajemen kesehatan masyarakat” Soekidjo 
Notoadmodjo (2007 : 101) menyebutkan ada 3 bentuk pelayanan kesehatan, 
yaitu : 
1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care) 
Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit 
ringan dan masyarakat sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka 
atau promosi kesehatan. Oleh karena itu jumlah kelompok ini dalam 
populasi yang sangat besar, pelayanan yang diperlukan oleh kelompok 
ini bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health service), atau juga 
merupakan pelayanan kesehatan primer atau utama. Bentuk pelayanan 
ini di Indonesia adalah Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas 
keliling, dan Balkesmas. 
2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health service) 
Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh sekelompok masyarakat yang 
memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh 
pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya Rumah 
sakit tipe C dan D, dan memerlukan tersedianya tenaga – tenaga 
spesialis. 
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3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health service) 
Pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat atau 
pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan 
sekunder. Pelayanan sudah komlpeks, dan memerlukan tenaga-tenaga 
super spesialis. Contoh di Indonesia : Rumah sakit tipe A dan B. 
System pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran (medical 
service) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public health service). (soekidjo 
notoatmodjo,2007:98) 
Pelayanan kesehatan masyarakat baik yang diselenggarakan oleh 
pemerintah maupun swasta perlu memperhatikan beberapa ketentuan, antara 
lain (soekidjo Notoatmodjo, 2007 : 100) : 
1. Penanggung jawab 
Suatu system pelayanan kesehatan harus memilki penanggung jawab 
baik oleh pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pemerintah 
(dalam hal ini Departemen Kesehatan)merupakan tanggung jawab yang 
paling tinggi. Artinya, pengawasan standar pelayanan dan sebagainya 
dibawah koordinasi Departemen Kesehatan. 
2. Standar pelayanan 
System pelayanan kesehatan masyarakat baik pemerintah maupun 
swasta harus berdasarkan pada suatu standar tertentu. Di Indonesia 
standar ini telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dengan adanya 
“buku peddoman puskesmas” 
3. Hubungan kerja 
System pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pembagian 
kerja yang jelas antara bagian satu dengan yang lain artinya fasilitas 
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kesehatan masyarakat harus mempunyai struktur organisasi yang jelas 
yang menggambarkan hubungan kerja baik horizontal maupun vertical. 
4. Pengorganisasian potensi masyarakat 
Ciri khas system pelayanan kesehatan masyarakat adalah keikutsertaan 
masyarakat atau pengorganisasian masyarakat. Upaya ini penting 
terutama di Indonesia, karena adanya keterbatasan sumber daya dari 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu keikutsertaan 
masyarakat ini. 
II.4. 3 Karakteristik & Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan 
Jasa dalam pelayanan kesehatan merupakan aktivitas, manfaat, atau 
kepuasan yang ditawarkan  untuk di jual seperti Rumah Sakit, Puskesmas, 
Apotek, Laboratorium, Asuransi Kesehatan dan sebagainya. 
Komponen jasa yang ditawrkan merupakan bagian utama (pokok) dari 
keseluruhan pelayanan kesehatan atau pelayanan di RS, tetapi pelayanan 
kesehatan (jasa) yang di tawarkan ke masyarakat juga memerlukan peralatan 
medis, makanan, laundry, obat-obatan, AC, telpon, Komputer. 
Pemasaran jasa pelayanan kesehatan RS harus selalu berorientasi pada 
kepuasan pengguna jasa pelayanannya (customer satisfaction), tetapi tetap 
memperhatikan Standar Operating Procedurres pelayanan dan etika profesi. 
Secara umum jasa pelayanan dalam pelayanan kesehatan memiliki empat cirri 
khas (Gde Muninjaya, 2004 :236-239) : 
1. Intangibility : jasa pelayanan kesehatan tidak berbentuk, tidak dapat 
diraba, dicium, disentuh, dan dirasakan. Tidak dapat dinilai sebelum 
pelayanan kesehatan diterima. Untuk mengurangi ketidakpastian mutu 
jasa, pasien perlu memperhatikan bukti atau tanda-tanda kualitas jasa 
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seperti dimana jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan, orang yang 
menjualnya (tenaga kesehatan), peralatan yang digunakan, materi 
komunikasi dan harga. 
2. Inseparability : produk barang harus diproduksi dulu sebelum dijual, 
tetapi untuk jasa pelayanan kesehatan, produk jasa harus di produksi 
secara bersamaan pada saat pasien meminta pelayanan kesehatan. 
3. Variability : mutu jasa pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh 
kualitas komponen manusia sebagai factor produksi, standar prosedur 
selama produksinya, dan system pengawasannya. 
4. Perishability : dimana jasa merupakan sesuatu yang tidak dapat 
disimpan dan tidak tahan lama. Di bidang pelayanan kesehatan , 
penawaran dan permintaan jasa sangat sulit diprediksi karena 
tergantung pada ada dan tidaknya orang sakit. 
 
II.4 Rumah Sakit 
II.4.1 Pengertian Rumah Sakit 
Menurut American Hospital Association , batasan rumah sakit adalah suatu 
organisasi tenaga medis professional yang terorganisasi serta sarana kedokteran 
yang permanen dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan 
keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit 
yang diderita oleh pasien. Sementara itu menurut Wolper dan Pena (1987), 
rumah sakit adalah tempat dimana orang sakit mencari dan menerima pelayanan 
kedokteran serta tempat dimana pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, 
perawat, dan berbagai tenaga profesi kesehatan lainnya diselenggarakan. (Wiku 
Adisasmito, 2009:1) 
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Rumah sakit dalam bahasa inggris disebut hospital. Kata hospital berasal 
dari kata dalam bahasa latin hospitalis yang berarti tamu. Memang menurut 
sejarahnya, hospital atau rumah sakit adalah suatu lembaga yang bersifat 
kedermawanan (charitable), untuk merawat pengungsi atau memberikan 
pendidikan bagi orang-orang yang kurang beruntung (miskin), berusia lanjut, 
cacat, atau para pemuda (Schilz dan Johnson, 1976). (Bambang Hartono, 
2010:56) 
Association of hospital care (1974) menyebutkan bahwa rumah sakit 
adalah pusat dimana peayanan kesehatan masyarakat, pendidikan serta 
penelitian kedokteran dilaksanakan. Sedangkan  Adikoesoesmo, Suparto (2003) 
mengatakan bahwa rumah sakit adalah bagian yang integral dari keseluruhan 
system pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana 
pembangunan kesehatan. (Dedi Alamsyah, 2011 : 100)  
WHO memberikan pengertian mengenai rumah sakit dan peranannya 
sebagai berikut rumah sakit merupakan bagian dari system pelayanan kesehatan 
secara keseluruhan yang memberikan  pelayanan kuratif dan prefentif serta 
menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap juga  perawatan di 
rumah. (Wiku Adisasmito, 2009 : 2) 
Menurut peraturan mentri kesehatan tahun 1988 No. 159b/Men-
Kes/Kes/II/1988 Bab II pasal 3 dinyatakan bahwa (Dedi Alamsyah, 2011 : 99) : 
a. Rumah sakit dapat dimilki dan diselenggarakan oleh pemerintah dan 
swasta. 
b. Rumah sakit pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh departemen 
kesehatan, pemerintah daerah, ABRI, BUMN. 
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c. Rumah sakit swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh : yayasan dan 
badan hukum lain yang bersifat sosial. 
II.4.2 Jenis – Jenis Rumah Sakit 
Sesuai dengan perkembangan rumah sakit di Indonesia dan secara 
modern. Pada saat ini rumah sakit dapat dibedakan menjadi beberapa macam 
atau jenis, yakni sebagai berikut (Dedi Alamsyah, 2011 : 103) : 
1. Menurut pemilik, ada dua macam yaitu rumah sakit pemerintah dan 
rumah sakit swasta. 
2. Menurut filosofi yang dianut, ada dua macam yaitu rumah sakit yang 
tidak mencari keuntunga dan rumah sakit yang mencari keuntungan. 
3. Menurut jenis pelayanan yang diselenggarakan, ada dua macam 
rumah sakit yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. 
4. Menurut lokasi rumah sakit dibedakan beberapa macam yaitu rumah 
sakit pusat yang lokasinya di ibu kota Negara, rumah sakit profinsi jika 
letaknya di provinsi, rumah sakit kabupaten jika letaknya di kabupaten 
atau kotamadya. 
5. Menurut manajemen rumah sakit dalam perspektif sejarah ada enam, 
rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit milik militer, rumah sakit 
milik yayasan keagamaan, rumah sakit swasta milik dokter, rumah 
sakit swasta yang mencari keuntungan, dan rumah sakit milik BUMN. 
 
Jika dilihat dari kepemilikannya, maka rumah sakit di Indonesia terdapat 
berbagai macam, adapun macam-macam tersebut adalah sebagai berikut (Dedi 
Alamsyah, 2011 : 104-105) : 
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a. Rumah sakit pemerintah 
Rumah sakit pemerintah dibedakan menjadi dua macam, yaitu rumah 
sakit pusat dan pemerintah daerah. Rumah sakit pemerintah pusat 
dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu Departemen Kesehatan dan 
Departemen lainnya. Adapun depatemen lainnya adalah departemen 
pertambangan, departemen keamanan dan pertanahan dan departemen 
perhubungan. Sedangkan rumah sakit Depkes adalah contohnya 
Rumah Sakit Dr. Soetomo di Surabayadan Dr. Cipto Mangunkusumo di 
Jakarta. 
b. Rumah sakit swasta 
Jika ditinjau dari kemampuan yang dimiliki rumah sakit di Indonesia 
dibedakan atas lima macam, adapun kelima macam tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Rumah sakit kelas A 
Rumah sakit kelas A adalah rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kedokteran yang spesialis dan subspesialis luas. Yang 
dimaksud rumah sakit kelas A adalah rumah sakit sebagai tempat 
rujukan tertinggi. 
2. Rumah sakit kelas B 
Rumah sakit kelas B adalah rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kedoktoran spesialis dan subspesialis terbatas. Contoh 
rumah sakit kelas B adalah rumah sakit di ibukota provinsi yang 
menampung rujukan dari tingkat kabupaten. 
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3. Rumah sakit kelas C 
Rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kedoktoran spesialis terbatas. Dalam hal ini ada empat 
macam spesialis yang disediakan seperti spesialis penyakit bedah, 
spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit anak serta spesialis 
penyakit kandungan dan kebidanan. Rumah sakit kelas C ini adalah 
menampung rujukan dari puskesmas. 
4. Rumah sakit kelas D 
Rumah sakit kelas D adalah rumah sakit yang memilki sifat transisi 
dikarenakan suatu saat akan menjadi rumah sakit kelas C. rumah sakit 
kelas D ini  dimaksudkan adalah rumah sakit yang memilki hanya dua 
bidang kedoktoran yanitu kedoktoran umum dan kedoktoran gigi. 
5. Rumah sakit kelas E 
Rumah sakit kelas E adalah rumah sakit yang memilki hanya satu 
pelayanan saja, yaitu pelayanan kedokteran. Contohnya rumah sakit 
jiwa, rumah sakit ibu dan anak. 
Berdasarkan kepemilikannya, UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah 
sakit membedakan rumah sakit di Indonesia ke dalam dua jenis, yaitu (Bambang 
Hartono, 2010:58) : 
1. Rumah sakit publik, yakni rumah sakit yang dikelola  oleh pemerintah 
(termasuk pemerintah daerah) dan badan hokum lain yang bersifat 
nirlaba. Rumah sakit publik meliputi : 
a. Rumah sakit milik departemen kesehatan 
b. Rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi 
c. Rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten/kota 
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d. Rumah sakit milik tentara nasional Indonesia 
e. Rumah sakit milik kepolisian republik Indonesia 
f. Rumah sakit milik departemen di luar departemen kesehatan 
(termasuk milik Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina)   
2. Rumah sakit privat, yakni rumah sakit yang dikelola oleh badan hokum 
dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. 
Rumah sakit  privat meliputi : 
a. Rumah sakit milik yayasan 
b. Rumah sakit milik perusahaan 
c. Rumah sakit milik penanam modal (dalam negeri & luar negeri) 
d. Rumah sakit milik badan hukum lain. 
 
II.5 Kerangka Pikir 
Responsibilitas menurut Friedrich dalam Darwin (1997) merupakan konsep 
yang berkenaan dengan standar professional dan kompetensi teknis yang dimiliki 
administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Responsibilitas merupakan 
sebuah pertanggungjawaban dari pelaksanaan kewajiban administrator publik 
sebagai gambaran pemenuhan standar professional yang dimilikinya.  
Frederick Mosher (1968) dalam buku responsible administrator oleh Terry 
L.Cooper mengklasifikasikan dua jenis responsibilitas untuk melihat sejauhmana 
administrator publik menjalankan tanggung jawabnya dalam pemenuhan 
kewajiban dasar profesionalitasnya. 
1. Objective responsibility, yaitu menyangkut dua dimensi responsibilitas : 
akuntabilitas dan kewajiban yang kemudian dilihat dari 3 macam 
pelaksanaan kewajiban untuk pemenuhan tanggung jawab : 
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a. Bertanggung jawab atas organisasi dan peraturan organisasi. 
b. Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan. 
c. Bertanggung jawab terhadap masyarakat. 
2. Subjective responsibility, yaitu pemenuhan tanggung jawab berdasarkan 
keyakinan, yaitu loyalitas terhadap organisasi, nilai yang ditanamkan, 
dan karakter yang dimiliki. 
Untuk mengukur sejauhmana tingkat responsibilitas oleh pelayan publik 
dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Kabupaten Maros. maka 
penulis menggunakan penilaian terhadap jenis responsibilitas objektif tersebut. 
Adapun kerangka pikir digambarkan sebagai berikut. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui 
pengumpulan data. Penelitian ini muncul  karena adanya perubahan paradigma 
sehingga dapat dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, 
dinamis dan penuh makna. 
Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum 
penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 
adalah instrumen kunci 
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 
kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 
outcome 
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif 
5. Penelitian kualitatif lebih menekanka makna (data dibalik yang teramati). 
 
III.2 Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan 
Kabupaten Maros yang merupakan tipe C yang beralamat di Jalan Poros 
Makassar Maros Km 3 Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. 
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III.3 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar di dalam pengumpulan data dan 
berfungsi untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan 
karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan bagian dari kerangka pikir yang 
digunakan sebagai dasar dalam memulai suatu penelitian dan mempermudh 
dalam mengumpulkan data. 
Untuk mengukur sejauhmana tingkat responsibilitas yang dimiliki pelayan 
publik dalam menjalankan kewajibannya mewujudkan pelayanan publik yang 
berkualitas di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan, maka penulis 
menggunakan pengukuran responsibilitas dilihat dari jenisnya, sehingga 
responsibilitas itu sendiri dapat diukur berdasarkan beberapa hal yang 
dikemukakan oleh Frederick Mosher yaitu : 
1. Objective responsibility 
Objective merupakan tuntutan yang harus dipenuhi di luar diri pribadi. 
Perwujudan responsibilitas oleh pelayan publik dari sisi objektif dapat 
dilihat melalui beberapa hal  : 
a. Bertanggung jawab terhadap pimpinan dalam hukum yang berlaku. 
b. Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan. 
c. Bertanggung jawab terhadap masyarakat. 
2. Subjective responsibility  
Subjektif responsibility ini merupakan bagian dari diri pribadi seorang 
administrator publik. Merupakan keyakinan yang ada di dalam diri dan 
menyangkut hal-hal seperti keyakinan, nilai, etika. Pewujudan 
responsibilitas dalam hal ini dilihat dari Beliefs seperti : 
a. Loyalitas 
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b. Nilai  
c. Karakter  
III.4 Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan  gambaran, penjelasan yang tepat secara 
obyektif tentang keadaan  sebenarnya dari obyek yang diteliti. Tipe penelitian 
yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang 
diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe 
deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. 
Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 
menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi (Mardalis, 2010 : 
26)  
Dasar penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung yaitu teknik 
pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keteranganketerangan 
lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 
memberikan keterangan (Mardalis, 2010 : 64) 
III.5 Narasumber dan Informan 
Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi 
tentang pelayanan. Informan yang dimaksud disini adalah bagian pelayanan dan 
pegawai di Rumah Sakit Salewangan yang secara langsung terkait dalam 
penelitian ini. 
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :  
1. Kepala bagian rawat jalan dan rawat inap RSUD Salewangan. 
2. Bagian pelayanan kesehatan keperawatan di RSUD Salewangan. 
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3. Bagian pelayanan kesehatan tenaga medis di RSUD Salewangan 
4. Pasien rawat inap di RSUD Salewangan 
5. Pasien rawat jalan di RSUD Salewangan. 
III.6 Sumber Data 
1. Data primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data 
yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan 
(observasi) pada informan. 
2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh  dari buku-buku, 
dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip 
resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 
III.7 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, 
yaitu : 
1. Wawancara mendalam (indepth interview) 
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan 
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan 
yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah 
penelitian. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab antara dua orang 
atau lebih secara langsung. (pasolong, 2013 :137) 
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 
terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 
maupun menggunakan telepon. (sugiyono, 2011 : 157) 
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2. Observasi 
Observasi menurut Young dan Schmidt (1973), adalah sebagai 
pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap 
fenomena-fenomena yang Nampak. (Pasolong, 2013 : 131) 
Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti. 
Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan 
suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai 
proses biologis dan psikhologis. Teknik pengumpulan data dengan 
observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 
diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2011 : 166) 
3. Studi Dokumen 
Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka 
dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, 
jurnal, karya tulis ilmiah. 
III.8 Teknik Analisis Data 
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari 
telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. 
Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang 
terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
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1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan 
yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke 
lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar 
mendapatkan sumber data yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti.  
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi 
dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang 
bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi 
yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian 
penjelasan.  
Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. penarikan kesimpulan dilakukan 
secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Sejarah RSUD Salewangan 
RSUD Salewangan Kabupaten Maros merupakan satu-satunya rumah 
sakit pemerintah di Kabupaten Maros yang dibangun pada tahun 1982 dan mulai 
dioperasionalkan pada bulan agustus 1983. Pada waktu itu RSUD Maros 
merupakan rumah sakit tipe D yang secara teknis administrasi maupun secara 
teknik operasional merupakan UPTD yang bertanggungjawab kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Maros. RSUD Kabupaten Maros kemudian berubah nama 
menjadi RSUD Salewangan Kabupaten Maros berdasarkan surat Keputusan 
Bupati Nomor 3721/SKPT/445/VIII/1998 tanggal 1 Agustus 1988. 
Selanjutnya pada tahun 1999 RSUD Salewangan Kabupaten Maros 
dinaikkan kelasnya dari kelas D menjadi kelas C sesuai SK Mentri Kesehatan RI 
Nomor 1228/MENKES/SK/X/1997. Pengelolaan rumah sakit didasarkan pada 
peraturan daerah nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan organisasi dan 
tata kerja rumah sakit umum daerah kelas C Dati II Maros. 
Seiring dengan perkembangan perumahsakitan dan tuntutan pelayanan 
yang semakin meningkat maka pada tahun 2001 RSUDSalewangan Maros 
mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja menjadi Badan 
Pengelolaan RSUD Salewangan Kabupaten Maros sesuai dengan peraturan 
daerah nomor 19 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata 
kerja badan pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Maros. Berdasarkan 
Perda tersebut Rumah Sakit Salewangan tidak lagi menjadi UPTD dari Dinas 
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Kesehatan Kabupaten Maros tetapi bertanggung jawab langsung kepada Bupati 
melalui sekertaris daerah serta merupakan rumah sakit rujukan dari beberapa 
puskesmas yang berada di wilayah kabupaten Maros. 
Pada tanggal 12 November 2009, berdasarkan keputusan Mentri 
Kesehatan RI Nomor : YM.01.10/III/4688/09, telah berhasil memperoleh sertifikat 
akreditasi penuh tingkat dasar oleh tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) 
untuk lima (5) jenis pelayanan antara lain : pelayanan administrasi, pelayanan 
medis, pelayanan gawat darurat,pelayanan keperawatan, dan pelayanan rekam 
medis. 
IV.2 Letak Geografis RSUD Salewangan 
Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros merupakan satu-satunya 
rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Maros dengan jangkauan seluas 
1.619,11 KM2 dengan jumlah penduduk sebanyak 322.312 jiwa. Penduduk 
Kabupaten Maros yang terdiri dari 157.643 jiwa penduduk laki-laki dan 164.669 
jiwa penduduk perempuan tersebut tersebar di 14 (empat belas) ecamatan 
definitive dan 103 desa/kelurahan yang dilayani oleh 14 buah puskesmas yang 
ada di setiap kecamatan. 
Kabupaten Maros merupakan pitu gerbang sebelah utara Kota Makassar, 
Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup strategis terutama bagi lalulintas 
transportasi darat dan udara. Secara geografis Kabupaten Maros terletak di 
bagian barat Sulawesi Selatan antara 400 450 - 500 07” lintang selatan dan 190 0 
205’-129 0 12’ Bujur Timur yang berbatasan dengan : 
- Sebelah Utara Kabupaten Pangkep 
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- Sebelah Timur dengan Kabupaten Bone 
- Sebelah Selatan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa 
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar 
IV.3 Visi dan Misi RSUD Salewangan 
 
Gambar 2. Visi Misi RSUD Salewangan 
1. Visi RSUD SALEWANGAN MAROS 
“Mewujudkan Rumah Sakit umum daerah salewangan sebagai rumah 
sakit yang unggul dalam pelayanan” 
2. Misi RSUD SALEWANGAN MAROS 
a. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan yang 
berkualitas dan terjangkau. 
b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang 
berkualitas dan berteknologi. 
c. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan, dan bahan laboratorium 
(reagensia). 
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d. Mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen pengelolaan 
Rumah Sakit yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. 
e. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, 
transparan, dan mandiri (BLUD). 
f. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia 
yang professional menuju tata kelola rumah sakit yang baik. 
g. Meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan lingkungan 
RSUD Salewangan. 
IV.4 Nilai-Nilai dan Motto RSUD Salewangan 
Untuk mewujudkan visi melalui misi organisasi memerlukan perjalanan 
panjang ke suatu keadaan yang diinginkan, akan dijumpai banyak rintangan, 
hambatan, kegagalan, dan peluang keberhasilan. Nilai – nilai yang dianut di 
rumah sakit umum daerah salewangan adalah sebagai berikut : 
1. Professionalisme, yaitu tindakan suatu profesi atau orang yang ahli di 
bidangnya dengan memegang teguh etika profesi dan standar keahlian 
yang tinggi. 
2. Ramah, sikap dan perilaku yang baik dengan berpraduga positif dan 
selalu berusaha menolong pelanggan dengan tulus. 
3. Peduli, berusaha segera memahami dengan sungguh-sungguh 
masalah yang dihadapi pelanggan dan membantu menyelesaikan 
masalah tersebut dan dapat memuaskan keinginan pelanggan. 
4. Jujur, selalu memegang teguh ketulusan dan keikhlasan dalam 
memberikan informasi untuk kepentingan pelanggan. 
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5. Tanggung jawab, memukul segala akibat yang timbul dari hasil 
pekerjaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. 
6. Menghargai, saling menghargai serta menghormati terhadap sesama 
yang lain. 
Berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas dalam upaya visi yang telah 
ditetapkan bersama, maka diperlukan suatu motto yang bukan hanya hiasan saja 
akan tetapi merupakan perwujudan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten 
Maros khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, yang dilakukan 
oleh Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Maros adalah : 
“Dengan budaya sipakatau kami melayani dengan sepenuh hati” 
IV.5 Struktur Organisasi RSUD Salewangan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2012 
tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten Maros, 
susunan organisasi dan tata kerja RSUD Salewangan Kabupaten Maros adalah 
sebagai berikut : 
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan 
2. Bagian Tata Usaha 
a. Sub bagian kepegawaian dan umum 
b. Sub bagian program 
c. Sub bagian keuangan 
3. Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik 
a. Sub bagian pelayanan medik 
b. Sub bidang pelayanan non medik 
c. Sub bidang rekam medis dan sistem informasi 
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4. Bidang Keperawatan 
a. Sub bidang asuhan keperawatan 
b.   Sub bidang manajemen keperawatan 
5. Bidang Sarana dan Pelayanan Masyarakat 
a. Sub bidang humas dan pemasaran 
b. Sub bidang sarana dan prasarana 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
STRUKTUR ORGANISASI 
RUMAH SAKIT UMUM SALEWANGAN 
KABUPATEN MAROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Struktur organisasi RSUD Salewangan 
DIREKTUR 
UPT 
KEPALA TATA 
USAHA 
BIDANG PELAYANAN 
MASYARAKAT 
BIDANG 
KEPERAWATAN 
BIDANG PELAYANAN 
MEDIK & NON MEDIK 
SUB BAGIAN 
KEUANGAN 
SUB BAGIAN 
PROGRAM 
SUB BAGIAN UMUM 
& KEPEGAWAIAN 
SUB BIDANG SARANA 
DAN PRASARANA 
SUB BIDANG HUMAS 
DAN PEMASARAN 
SUB BIDANG MANAJEMEN 
KEPERAWATAN 
SUB BIDANG ASUHAN 
KEPERWATAN 
SUB BIDANG 
PELAYANAN MEDIK 
SUB BIDANG PELAYANAN 
NON MEDIK 
SUB BID REKAM MEDIK & 
SISTEM INFORMASI 
KELOMPOK 
JABATAN 
FUNGSIONAL  
61 
 
IV.6 Uraian Tugas Pokok RSUD Salewangan 
Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 23.3 tahun 2013 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Salewangan Kabupaten Maros, berikut ini uraian tugas pokok di 
RSUD Salewangan : 
a. Direktur  
Tugas Pokok : 
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, 
rehabilitasi dan menyelenggarakan upaya rujukan di sektor kesehatan 
terutama di bidang kesehatan jiwa dan pelayanan lainnya yang berhubungan 
dengan pelayanan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
b. Bagian Tata Usaha 
Tugas Pokok : 
- Kepala bagian 
Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta 
penyusunan program. 
- Sub Bagian Program 
Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian 
data dan penyusunan laporan kinerja. 
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 
Mengelola administrasi kepegawaian, melakukan urusan 
ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan barang, serta urusan rumah tangga. 
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- Sub Bagian Keuangan 
Melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan meliputi 
penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban 
dan pelaporan. 
c. Bidang pelayanan Medik dan non Medik 
Tugas Pokok : 
- Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik 
Memimpin, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 
di bidang pelayanan medik dan non medik. 
- Sub Bidang Pelayanan Medik 
Mengkoordinasikan pelayanan medik (pelayanan instalasi UGD, rawat 
jalan, rawat inap, operator kamar bedah, pelayanan ICU, pelayanan 
Bank Darah rumah sakit, Instalasi pemulasaran jenazah, pelayanan 
ambulance) dan penunjang pelayanan Medik (instalasi Farmasi, 
Instalasi laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi rehabilitasi medik 
dan eloktromedik). 
- Sub Bidang Pelayanan Non Medik 
Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan non medik meliputi pelayanan  
instalasi gizi kesehatan lingkungan, laundry, instalasi rekam medik dan 
system informasi rumah sakit. 
- Sub Bidang Rekam Medik dan Sistem Informasi 
Mengelola, mengatur dan membuat laporan kegiatan rekam medis 
serta member informasi pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. 
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d. Bidang Keperawatan 
Tugas Pokok : 
- Bidang Keperawatan 
Memimpin, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan 
asuhan, etika dan profesi keperawatan serta pengelolaan logistik 
keperawatan. 
- Sub Bidang Asuhan Keperawatan 
Perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi hasil kerja serta 
meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan. 
- Sub Bidang Manajemen Keperawatan 
Melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap kebutuhan logistik 
keperawatan di seluruh unit pelayanan fungsional (UPF). 
e. Bidang Sarana dan Pelayanan Masyarakat 
Tugas Pokok : 
- Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
penyusunan hubungan masyarakat, pemasaran, pengembangan, 
pengolahan serta penyajian data dan informasi dan sarana prasarana 
di lingkungan rumah sakit. 
- Sub Bidang Humas dan pemasaran 
Mempersiapkan, mengelola, menyusun rencana kegiatan humas dan 
pemasaran. 
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana 
Mempersiapkan, mengelola, dan menyusun kegiatan sarana dan 
prasarana. 
f. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Tugas Pokok : 
Melaksanakan tugas pemerintahan daerah sesuai bidang fungsi masing-
masing berdasarkan dengan keahlian dan kebutuhan. 
IV.7 Jenis Pelayanan RSUD Salewangan 
1. Pelayanan rawat jalan 
Pelayanan rawat jalan dilakukan di 14 poliklinik yaitu poliklinik umum, 
gigi dan mulut, batuk & VCT, spesialis (penyakit dalam, bedah, 
obstetric & gynekologi, anak, THT, Mata, Kulit & Kelamin, Jiwa, 
Penyakit syaraf, Orthopedi, Nyeri).  
2. Pelayanan rawat inap 
Pelayanan rawat inap dilakukan pada 9 instalasi pelayanan rawat inap 
yaitu perawatan obstetric & gynekologi, bedah, anak, dewasa, 
perawatan umum (perawatan VIP, perawatan kelas I, perawatan kelas 
III dan perawatan umum), perawatan intensif (ICU) dan perinatologi. 
Jumlah tempat tidur yang tersedia untuk pelayanan rawat inap 
sebanyak 153 buah tempat tidur dan tersebar dalam beberapa kelas 
perawatan. 
3. Intensive Care Unit (ICU) 
Bagi pasien yang memerlukan pelayanan intensif tersedia 1 (satu) 
gedung khusus dengan kapasitas tujuh buah tempat tidur. Ruang 
perawatan atau ICU ini juga dilengkapi dengan ruang tunggu untuk 
keluarga pasien. 
4. Pelayanan Gawat Darurat 
Pelayanan gawat darurat dilaksanakan pada instalasi rawat darurat 
(IRD) yang buka 24 jam setiap hari. Di IRD terdapat ruang observasi 
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bedah dan non bedah dengan kapasitas 7 (tujuh) buah tempat tidur 
pasien. Instalasi ini dilengkapi dengan ruang tindakan, ruang tunggu 
pengantar pasien, pos polisi pamong praja, lahan parkir IGD, dan 
pelayanan ambulance 24 jam. 
5. Pelayanan Bedah Sentral 
Instalasi bedh sentral memiliki 3 (tiga) kamar operasi yang dilengkapi 
dengan peralatan untuk bedah umum, bedah obgyn, bedah mata, 
bedah ortopedi dan bedah THT yang didukung oleh dokter spesialis 
dan tenaga perawat terlatih dan berpengalaman. 
6. Pelayanan penunjang terdiri dari : 
a. Pelayanan laboratorium yang tersedia 24 jam untuk pemeriksaan 
patologi klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, serologi, 
bakteriologi, gula darah, urin, feses. Pelayanan ini didukung oleh 
dokter spesialis patologi klinik dan 12 orang tenaga laboran. 
b. Pelayanan radiologi yang juga tersedia 24 jam untuk pemeriksaan foto 
tanpa bahan kontras, pemeriksaan dengan bahan kontras (BNO/IVP, 
Colon Inloop) dan USG yang didukung oleh dokter spesialis radiologi 
dan 10 orang tenaga radiographer yang terampil dan berpengalaman. 
c. Pelayanan rehabilitasi medic dengan fasilitas HFC, TENS, IRR, 
Vibrator, dan US yang didukung oleh 9 orang tenaga fisioterapis. 
d. Pelayanan farmasi didukung oleh 17 orang apotekerdan 14 orang 
sarjana farmasi dan asisten apoteker yang berpengalaman untuk 
melayani resep rawat jalan, rawat inap, dan IRD yang tersedia 24 jam 
setiap hari. 
7. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komperehensif (PONEK) 
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IV.8 Fasilitas Pelayanan RSUD Salewangan 
Fasilitas pelayanan yang dimiliki untuk mendukung pelayanan yang akan 
diberikan kepada masyarakat khususnya yang berkunjung ke Rumah Sakit 
Umum Maros adalah sarana berupa bangunan fisik serta peralatan medik dan 
non medik. Bangunan fisik yang dimiliki RSU Salewangang dibangun diatas 
lahan seluas 4 Ha terdiri dari : 
1. Instalasi Rawat Jalan :  
a.  Gedung Poliklinik Spesialis : 329 m2  
b. Gedung Poliklinik Umum : 170 m2   
2. Instalasi Rawat Darurat :  
a. IRD Bedah : 411 m2  
b.  IRD Non Bedah : 200 m2 
3. Instalasi Rawat Inap terdiri dari  
a. Perawatan Bedah : 200 m2  
b. Perawatan Dewasa : 420 m2  
c. Perawatan Anak : 350 m2  
d. Perawatan Kelas I : 420 m2   
e. Perawatan VIP Anggrek : 298 m2  
f. Perawatan VIP Melati : 200 m2  
g. Perawatan VIP Mawar` : 315,7 m2  
h. Perawatan Obgyn A : 200 m2  
i. Perawatan Obgyn B : 120 m2  
j. Perawatan Obgyn C : 300 m2  
k. Intensive Care Unit (ICU) : 217 m2  
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4. Bedah Sentral : 348 m2  
5.  Instalasi Penunjang  
a. Laboratorium : 120 m2  
b. Radiologi : 133 m2  
c. Farmasi 350 m2  
d. Gizi : 178,5 m2  
6. Gedung Kantor : 200 m2  
7. Asrama Paramedis : 347 m2  
8. Rumah Dokter Type 70 (6 unit) @ : 120 m2  
9.  Rumah Genset : 36 m2  
10. Gedung UTDRS : 100 m2  
11. Selasar : 392,08 m2  
Selain gedung dan peralatan medik dan non medik yang dimiliki juga telah 
tersedia sarana penunjang lain berupa kendaraan. Untuk memperlancar 
pelayanan Yang dilakukan tersedia 4 (empat) buah ambulance 24 jam setiap 
hari, 1 (satu) buah mobil UTD RS, 2 (dua) buah mobil dan 8 (delapan) buah 
sepeda motor.  
IV.9 Sumber Daya Manusia  
Untuk mendukung keberhasilan kegiatan pelayanan maka ketersediaan 
sumber daya manusia sangat menentukan. Pelayanan yang dilakukan di RSUD 
Salewangang Maros didukung oleh 522 orang tenaga yang terdiri dari pegawai 
negeri sipil (306 orang) dan tenaga sukarela/magang (216 orang). Jenis tenaga 
yang ada tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah. 
Upaya meningkatkan ketersediaan tenaga untuk mendukung pelayanan 
dilakukan melalui perekrutan tenaga melalui penjaringan CPNS, tenaga honorer 
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dan sukarela. Selain itu RSU Salewangang juga melakukan kerja sama dengan 
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk penyediaan tenaga Residen 
senior untuk 5 (lima) spesialisasi yaitu Penyakit Dalam, Bedah, Obstetri dan 
Gynekologi, Anak, dan Anastesi. 
 
Tabel 2. Data Ketenagaan RSU Salewangang Maros 
(sumber:RSUD Salewangan Maros tahun 2015) 
NO. KUALIFIKASI PENDIDIKAN PNS SUKARELA JUMLAH 
1 2 3 4 5 
A. TENAGA KESEHATAN    
1. TENAGA MEDIS 34 - 34 
A Dokter umum 9 - 9 
B Dokter spesialis bedah - - - 
C Dokter spesialis penyakit dalam 1 - 1 
D Dokter spesialis kesehatan anak - - - 
E Dokter spesialis Obgyn 3 - 3 
F Dokter spesialis radiologi 1 - 1 
g. Dokter spesialis Anestesi 1 - 1 
h. Dokter spesialis patologi klinik 1 - 1 
i. Dokter spesialis jiwa - - - 
j. Dokter spesialis mata 1 - 1 
k. Dokter spesialis THT 2 - 2 
l. Dokter spesialis kulit dan kelamin 3 - 3 
m. Dokter spesialis saraf 1 - 1 
n. Dokter spesialis bedah orthopedic - - - 
o. Dokter spes patologi anatomi 1 - 1 
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p. Dokter gigi 4 - 4 
q. Dokter/MARS 1 - 1 
r. Dokter/S2 kesehatan masy. 5 - 5 
2. TENAGA KEPERAWATAN 117 151 268 
a. S1 keperawatan 60 27 87 
b. D4 keperawatan 8 - 8 
c. Perawat vokasional 23 105 128 
d. D3 kebidanan 16 16 32 
e. Tenaga keperawatan lainnya 10 3 13 
3. KEFARMASIAN 20 10 30 
a. Apoteker  12 5 17 
b. S1 Farmasi / farmakologi kimia 8 5 13 
c. AKFAR **) - - - 
4. KESEHATAN MASYARAKAT 37 13 50 
a. S2-kesehatan masyarakat 6 1 7 
b. S2-Biomedik 2 - 2 
c. S1-Kesehatan masyarakat 25 11 36 
d. D3-Sanitarian 3 1 4 
e. 
Tenaga kesehatan masyarakat 
lainnya 
1 - 1 
5. GIZI 6 2 8 
a. S1-Gizi/Dietizen 1 - 1 
b. D4-Gizi/Dietizen 3 - 3 
c. Akademi/D3-Gizi/Dietizen 2 2 4 
6. KETERAPIAN FISIK 9 1 10 
a. S1 Fisio Terapis 2 - 2 
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b. D3 Fisio Terapis 7 1 8 
c. Tenaga keterapian lainnya - - - 
7. KETEKNISIAN MEDIS 27 8 35 
a. Radiografer 1 - 1 
b. D3 teknik radiologi & radioterapi 8 - 8 
b. D3 perekam medis 5 1 6 
c. D3 teknik elektromedik 2 - 2 
d. D3 analis kesehatan 4 2 6 
e. D1 teknik transfuse - 5 5 
f. Teknisi elektromedis 1 - 1 
g. Analis kesehatan 4 - 4 
h. Tenaga keteknisian lainnya 1 - 1 
B TENAGA NON KESEHATAN 36 72 108 
1. PASCA SARJANA 5 - 5 
2. SARJANA 8 5 13 
3. SARJANA MUDA - 1 1 
4. SMA 13 53 66 
5. SMTP dan SD KEBAWAH 10 13 23 
Sumber : Bg. Kepegawaian RSUD Salewangan tahun 2015 
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IV.10 Alur Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap RSUD Salewangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 . Alur Pelayanan Rawat Jalan & Inap 
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UMUM 
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PENUNJANG 
MEDIS 
POLIKLINIK 
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INAP 
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ASKES/JAMKESMAS/JA
MKESDA 
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Keterangan alur pelayanan : 
Alur Pelayanan Prosedur Pelayanan Waktu 
Loket Kasir & Kartu 1. Pasien mendaftar 
2. Petugas mencari status medical record 
sesuai nomor buku. 
3. Mencatat status pasien dalam buku 
medical record. 
4. Meregister pasien dalam buku 
besar/diagnose penyakit. 
5. Merujuk pasien ke poli umum, poli 
spesialis, dan poli gigi. 
 
 
 
± 5 menit/ pasien 
Jaminan 
Pelayanan 
1. Pasien mendaftar. 
2. Pembuatan jaminan rawat jalan. 
3. Merujuk pasien ke poli umum, poli 
spesialis, dan poli gigi. 
 
± 5 menit/ pasien 
Laboratorium 1. Menerima pengantar dari semua 
poliklinik, memeriksa jenis 
pemeriksaan yang akan dilakukan. 
2. Pengambilan sampel darah,urin,dahak. 
3. Pembacaan hasil laboratorium. 
4. Register. 
 
 
± 15-45 menit 
Apotik  1. Membaca resep dari dokter.  
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2. Meracik obat. 
3. Pemberian obat. 
4. Mencatat pengeluaran obat. 
± 5-15 menit 
Ruang Rawat Inap 1. Pasien rujukan dari UGD dan Poliklinik 
/ IGD dan Poli Kebidanan. 
2. Mendaftar untuk rawat inap. 
3. Mengukur tanda-tanda vital pasien 
(untuk rawat inap kebidanan 
melakukan Anamnesa pasien dan 
pemeriksaan laboratorium sebelumnya) 
4. Pasang infus. 
5. Pemberian injeksi dan obat oral. 
6. Ganti cairan. 
7. Observasi pasien. 
8. Membuat asuhan keperawatan dan 
diagnose keperawatan/kebidanan. 
9. Pemberian makanan/asupan gizi. 
 
 
 
 
± 3 – 5 hari 
Sumber: Sub.Bagian Tata Usaha RSUD Salewangan 
IV. 11 Hasil Kegiatan Pelayanan Rawat jalan dan Rawat Inap 
IV.11.1 Pelayanan rawat jalan 
Rata – rata jumlah pasien yang dilayani di poliklinik pada tahun 2012 
sebanyak 103 orang setiap hari. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 127 orang 
per hari. Jumlah ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan 
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jumlah pasien mencapai rata-rata 143 orang per hari. Jumlah kunjungan rawat 
jalan 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut  
NO. KEGIATAN 2012 2013 2014 
1 Jumlah kunjungan rawat jalan 30.697 37.453 41.859 
2 Jumlah kunjungan pasien baru 9.359 10.181 11.163 
3 Jumlah kunjungan pasien 
lama 
21.338 27.272 30.696 
4 Rata-rata kunjungan / hari 103 127 143 
Table 4. kunjungan pasien rawat jalan RSUD Salewangan 2012-2014 
Hasil kegiatan pelayanan rawat jalan pada masing-masing poliklinik 
berdasarkan jenis spesialisasinya dapat dilihat pada Gambar 2 sampai dengan 
Gambar 3 : 
 
 
Gambar 5. Kegiatan Pelayanan Poli Umum, Gigi, dan Spesialis Dasar 
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Gambar 6.Kegiatan Pelayanan Polik Spesialis 
 
IV.11.2 Pelayanan Rawat Inap 
Gambaran kegiatan pelayanan rawat inap di RSUD Salewangan dapat 
diketahui melalui beberapa indikator pemanfaatan tempat tidur dan indkator mutu 
pelayanan keperawatan. Pemanfaatan tempat tidur dapat dinilai melalui indikator 
Bed Occupancy Rate (BOR), Average Length of Stay (AvLOS), Bed Turn Over 
(BTO), dan Turn Over Interval (TOI). Sementara untuk menilai mutu pelayanan 
keperawatan digunakan indikator Net Death Rate (NDR), dan Gross Death Rate 
(GDR). Pada tahun 2012 dan 2013 terlihat presentase pemakaian tempat tidur 
(BOR) berada pada nilai parameter yang ideal yakni antara 60% - 85%, 
sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan presentase pemakaian tempat 
tidur yakni sebanyak 57,87%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan 
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jumlah tempat tidur dari 145 buah pada tahun sebelumnya menjai 153 tempat 
tidur pada tahun 2014. 
Dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir perbandingan rata-rata jumlah pasien 
rawat inap yang masuk perhari yakni pada tahun 2012 sebanyak 18 orang per 
hari, tahun 2013 sebanyak 23 orang per hari dan pada tahun 2014 mencapai 
rata-rata 27 orang per hari.  
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
V.1 Responsibilitas Pelayanan Publik pada RSUD Salewangan Maros 
Dalam bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian tentang responsibilitas 
pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan Kabupaten 
Maros. Dalam mewujudkan pemberian pelayanan yang baik dan mampu 
memenuhi indikator kepuasan pasien terhadap pemberian pelayanan kesehatan 
yang diberikan, maka diperlukan adanya responsibilitas atau tanggung jawab 
seorang pelayan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Responsibilitas 
ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pelayan publik ketika memberikan 
pelayanan yang berjalan berdasarkan tugas, fungsi dan kebijakan yang berlaku 
sehingga dalam memberikan pelayanan dapat menghasilkan pelayanan yang 
baik dan memuaskan pasien. 
Adapun indikator yang kemudian digunakan untuk mengukun 
responsibilitas pelayan publik dalam memberikan pelayanan terhadap pasien 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan adalah dilihat dari 2 (dua) tipe 
responsibilitas menurut Frederick Mosher : 
V.1.1 Objektif Responsibility 
Indikator ini mencakup hal-hal eksternal yang menjadi faktor dan dorongan 
seorang administrator atau pemberi pelayanan melakukan tanggung jawabnya 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya ketika memberikan pelayanan kepada 
pasien. Adapun tiga hal yang menjadi faktor utama dalam objektif responsibilitas 
ini adalah : 
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a. Bertanggung jawab kepada pimpinan dalam hukum yang berlaku. 
Indikator ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan 
dengan mematuhi peraturan yang berlaku di dalam organisasi. Seseorang 
dianggap perlu untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginan 
pimpinan melalui peraturan atau ketentuan yang ditetapkan di dalam 
organisasi. 
Indikator ini mencakup pertanggungjawaban seluruh sumber daya 
terkait dalam lingkup rumah sakit untuk mematuhi kebijakan dan ketentuan 
yang berlaku di rumah sakit. Dalam pemberian pelayanan di rumah sakit 
terdapat tugas dan fungsi masing-masing dari setiap unsur terkait yang ada 
di rumah sakit. Setiap pemberi layanan harus menjalankan ketentuan yang 
berlaku di rumah sakit.  
Adanya kebijakan rumah sakit yang perlu dipatuhi setiap pegawai, 
perawat, dan tenaga medis juga diungkapkan dalam wawancara terhadap 
Ny. J Kepala Bagian Ruang Rawat Inap  : 
“ iyah, rumah sakit itu punya ketentuan, dan masing – masing  juga 
punya kebijakan yang mengatur dari atas ke bawah.” 
(Wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Kepala bagian rawat jalan kemudian lebih memperjelas ketentuan 
yang berlaku di dalam rumah sakit yang dilaksanakan oleh pegawai dan 
perawat sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya. Berikut kutipan 
wawancara dengan Ny. S : 
“ Ada peraturan perundang-undangan RI dan kementrian kesehatan 
yang menjadi acuan, dan yah karena kita mengerjakan tugas sesuai dengan 
peraturan dan standar RSUD Salewangan.” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
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Dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah 
Salewangan Kabupaten Maros menggunakan dua jenis SOP pelayanan 
yang mana pada bidang pelayanan medik masyarakat utamanya pada 
bidang pelayanan kegiatan rawat jalan, rawat inap, UGD, IGD Kebidanan, 
dan penunjang medik menggunakan SOP yang telah ditetapkan untuk 
pemberian pelayanan medik yang telah ditetapkan RSUD Salewangan 
dengan dasar hukum sebagai berikut : 
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelayanan 
publik. 
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1457/Menkes/SK/X/2003 
tentang standar pelayanan minimal kesehatan di kabupaten kota. 
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 
tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. 
4. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Lembaga. 
5. Peraturan Bupati Maros Nomor 23.3 tahun 2012 tentang tugas dan 
fungsi RSUD Salewangan Kabupaten Maros. 
Ketentuan ini mengatur dan mengikat setiap pegawai, perawat dan 
tenaga medis untuk menjalankan tugasnya dalam meberikan peayanan 
kepada pasien berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan kebijakan yang 
diberikan pimpinan sehingga mampu menghasilkan system pelayanan 
rumah sakit yang maksimal sesuai visi misi dan memenuhi standar kualitas 
pelayanan dalam mewujudkan kepuasan pasien. Berikut adalah tampak fisik 
dari beberapa ketentuan rumah sakit seperti visi misi, Prosedur pelayanan,  
jadwal kerja dan juga tata tertib rumah sakit. 
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Gambar 7. Prosedur pelayanan rawat jalan & rawat inap 
 
 
Gambar 8 . Jadwal Kerja RSUD Salewangan 
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Salah satu ketentuan rumah sakit Salewangan juga adalah jadwal 
kerja pegawai dan perawat di dalam rumah sakit. Rumah sakit umum 
daerah salewangan kemudian menetapkan jadwal kerja sebagai berikut : 
 
Jadwal kantor : 
Senin s/d Kamis 07.00 – 16.00 
Jum’at 07.00 – 11.30 
 
Jadwal kerja medik dan non medik bagian rawat inap : 
Shift 1 (pagi) 08.00 – 14.00 
Shift 2 (sore) 14.00 – 21.00 
Shift 3 (malam) 21.00 – 08.00 
Jadwal kerja perawat dan tenaga medis di bagian rawat ini disebut 
sebagai oporan. Shift berlangsung selama tiga kali oporan atau tiga kali 
pergantian jam. Seperti dalam kutipan wawancara oleh Ny. J Kepala Bagian 
perawatan di bagian rawat inap sebagai berikut : 
“Pergantian perawat atau oporan itu jam 8 itu pagi, jam 2 itu siang, 
dan jam 9 itu malam” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Ketentuan ini juga disebutkan dalam wawancara yang dilakukan 
kepada Ny. Sr seorang perawat di bagian perawatan dewasa, sebagai 
berikut : 
“Shiftnya itu jam 8 – 2, jaga sore 2-9, jaga malam 9-8 pagi, yah itu 
agak panjang” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
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Jadwal Rawat Jalan : 
Senin s/d Sabtu 09.00 – 13.00 
 
 
Gambar 9 . Tata Tertib Ruang Rawat Inap 
Setiap unsur di dalam rumah sakit kemudian mejalankan ketentuan ini 
dengan mematuhi setiap ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Dalam 
sebuah wawancara yang dilakukan kepada kepala bagian, menunjukkan 
bahwa setiap unsur terkait sudah mentaati dan patuh terhadap kebijakan 
dan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini berikut petikan 
wawancara dengan Ny.J  kepala bagian ruang rawat inap di Rumah sakit 
Salewangan : 
“Yah, Apapun itu kebijakannya, yang namanya kita yang di bawah 
pasti ikut yang di atas.”  
(Hasil Wawancara tanggal 30 november 2015) 
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Selain itu pula diungkapkan bahwa kebijakan rumah sakit yang 
berjalan harus dipertanggungjawabkan dengan ketentuan dan aturan yang 
ditetapkan oleh pimpinan karena hal ini merupakan bagian dari tugas 
sebagai orang yang terikat dengan aturan. Seperti diungkapkan oleh Ny. J, 
kepala bagian ruang rawat inap bahwa : 
“ yah, yang namanya kebijakan pimpinan harus dipatuhi karena pasti 
kita ikut saja apapun itu selama baik untuk rumah sakit.” 
(Wawancara tanggal 30 november 2015) 
Kewajiban untuk mematuhi ketentuan rumah sakit juga diungkapkan 
dari wawancara Ny. Sr salah seorang perawat di ruang perawatan dewasa, 
berikut kutipan wawancaranya : 
“ Ya, kita sebagai bawahan harus menjalankan peraturan, kalau tidak 
nanti nilai kita tidak bagus” 
(Hasil Wawancara tanggal 30 november 2015) 
Beberapa hal yang kemudian diungkapkan oleh bagian keperwatan 
bahwa setiap menjalankan tugas harian ada ketentuan rumah sakit yang 
mengikat dan wajib untuk dipatuhi agar tidak salah dalam melakukan 
prosedur baik dalam menjalankan tugas maupun saat memberikan 
pelayanan kepada pasien. Kebijakan rumah sakit dianggap penting untuk 
dijalankan dan dipatuhi. Berikut beberapa kutipan wawancara yang 
memperjelas bahwa adanya kebijakan dan ketentuan rumah sakit yang wajib 
dipatuhi dan penting untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas : 
Wawancara dengan Tn. AM tenaga medis bagian Rawat Jalan : 
“ ya itu penting, guna menciptakan keteraturan system, sinergitas dan 
pelayanan yang sistematis” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ny. F perawat pada bagian 
perawatan jalan : 
“ kebijakan rumah sakit penting untuk dipatuhi karena adanya 
peraturan dan kebijakan rumah sakit itu akan memperlancar tindakan 
kepada pasien” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
Disebutkan juga oleh Ny.I perawat pada bagian rawat inap : 
“ ya penting sekali, karena kita mempunyai tanggung jawab dan 
karena adanya aturan bila ada yang melanggar kita bisa berpegang pada 
aturan” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Setiap unsur di dalam rumah sakit memiliki bagian masing-masing dan 
setiap bagian memiliki ketentuan tersendiri. Ada ketentuan rumah sakit yang 
berlaku secara nasional dan ada ketentuan yang berasal dari organisasi 
serta ketentuan lain yang merupakan kebijakan dari pimpinan. 
Semua ketentuan dan peraturan tersebut harus dijalankan oleh setiap 
bagian di dalam rumah sakit. Bentuk pertanggungjawaban setiap bagian 
adalah ketika mereka telah mematuhi kebijakan dan menjalankan tugas 
berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku itu.  
Ada ketentuan rumah sakit yang bersifat umum dan juga khusus. 
Ketentuan bersifat umum adalah ketentuan dan kebijakan pimpinan yang 
mengikat kepada seluruh bagian di dalam rumah sakit seperti jadwal kerja, 
tata tertib, peraturan rumah sakit, dan kebijakan langsung dari direktur. 
Sedangkan yang bersifat khusus adalah SOP (standar operasional prosedur) 
dan juga uraian tugas resmi setiap bagian. Secara khusus yaitu pelayanan 
yang diberikan pada bagian rawat jalan dan rawat inap tentu saja memiliki 
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perbedaan. SOP (standar operasional prosedur) pada rawat jalan diatur di 
dalam SOP pelayanan medik publik berdasarkan Undang-Undang dan 
KEPMEN. Berikut tampak fisik SOP Pelayanan Medik Publik : 
 
Gambar 10 . SOP Pelayanan Medik 
 Standar operasional tersebut mengatur mengenai waktu pelayanan, 
biaya pelayanan, dan alur pelayanan beserta lama waktu pelayanan. Setiap 
jenil pelayanan baik pada rawat inap dan rawat jalan memiliki ketentuan 
sendiri dalam pemberian pelayanan baik waktu, biaya, dan prosedur 
pelayanan. Setiap petugas RSUD Salewangan wajib melaksanakan tugas 
dan memberikan pelayanan kepada pasien berdasarkan SOP  yang berlaku. 
Walaupun terdapat perbedaan SOP pelayanan pada setiap bagian 
pelayanan medik tetapi ketentuan ini menjadi kewajiban bagi petugas pada 
masing- masing bagian di dalam melayani. Dalam wawancara yang 
dilakukan menyebutkan bahwa terdapat SOP yang berbeda untuk pelayanan 
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yang berbeda, berikut kutipan wawancara yang dilakukan kepada Ny. S 
Kepala Bagian Rawat Jalan : 
“ Ya, ada SOP pelayanan di setiap bagian tapi untuk pelayanan umum 
itu sama kecuali bagian tertentu, tentunya berbeda antara rawat inap dan 
rawat jalan, beda cara pelayanannya antara yang menginap sama yang 
pasien cuma datang untuk periksa.” 
(hasil wawancara tanggal16 desember 2015) 
 
Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Ny. J kepala bagian 
rawat inap pada kelas perawatan dewasa : 
“ Ada SOP, seperti ruang perawatan interna itu SOP hampir semua 
sama untuk setiap tindakan, paling yang membedakan itu kelas perawatan 
anak. Ada SOP untuk semua ruangan, kalau yang umum itu sama semua 
tapi beda untuk ruang rawat inap sendiri” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
SOP atau standar operasional prosedur ini dijalankan di dalam 
melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada pasien. Setiap 
perawat dan pegawai melaksanakan tugasnya dalam memberikan 
pelayanan berdasarkan SOP yang berlaku tersebut. 
Berikut kutipan wawancara dengan Ny. I seorang perawat pada 
Perawatan Dewasa : 
“ Setiap petugas atau perawat sudah melakukan tugasnya sesuai 
porsinya masing-masing terus ada SOP sebagai standar dalam meberikan 
pelayanan dan sudah menjadi kewajiban sehingga kami itu harus 
menjalankan itu” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Hal ini juga diungkapkan Ny. F perawat pada rawat jalan bahwa : 
“ Ya, karena wajib untuk mewujudkan pelayanan yang tidak dikomplen 
pasien jadi kita berpegang pada SOP dan sudah dilakukan sesuai yang 
diterapkan” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
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Untuk melihat pelaksanaan pelayanan sudah berjalan berdasarkan 
SOP maka penulis melakukan wawancara kepada pasien yang 
mendapatkan pelayanan di bagian rawat jalan dan rawat inap. Berikut 
kutipan wawancara dengan Tn. As seorang pasien rawat jalan : 
“ ya, sudah cukup mudah karena kita diberitahu alurnya dan diarahkan, 
kalau biasa bertanya langsung dikasi info, tapi ituji karena biasanya lama lagi 
kalo menunggu diperiksa” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Hal lain juga diungkapkan oleh Ny. H pasien pada bagian rawat inap 
bahwa : 
“Alhamdulillah, gampang, dari depan itu kita diarahkan dan cepat 
dilayani, proses administrasinya juga lumayan gampangji tidak berbelat belit 
karena dikasiji infonya” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ny. Ne seorang pasien di ruang 
rawat inap kamar 8 : 
“ya, biasanya perawat datang setiap hari untuk periksa atau ganti 
infuse” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Selain itu untuk menilai pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh 
dokter atau tenaga medis maka dalam wawancara dengan pasien rawat 
jalan diungkapkan bahwa pasien mendapatkan pelayanan dengan baik. 
Seperti dalam wawancara dengan Tn. As pasien di pelayanan rawat jalan : 
“iya ada terus, kami biasanya diperiksa keseluruhan terus dikasi resep” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
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Pasien Ny. Ne di kamar 8 pada ruang rawat inap juga mengungkapkan 
mengenai pelayanan rawat inap : 
“biasanya dokter cuman datangnya pagi, ditanya-tanya baru 
langsungmi dikasi resep.” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Berdasarkan wawancara diatas bahwa perawat dan pegawai Rumah 
Sakit Umum Daerah Salewangan sudah melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan baik. Demi mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang sistematis 
berdasarkan aturan dan ketentuan serta sesuai keinginan pasien, perawat 
dan pegawai rumah sakit berusaha untuk melaksanakan ketentuan yang 
berlaku karena sadar bahwa mereka terikat pada ketentuan organisasi 
dalam hal ini rumah sakit yang harus dipatuhi. Wujud pertanggungjawaban 
ini adalah melalui pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SOP dan 
melaksakan aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan. 
Selain itu mengenai pertanggungjawaban terhadap ketentuan rumah 
sakit diwujudkan melalui kesadaran pegawai dan perawat sebagai bagian di 
dalam rumah sakit untuk mewujudkan tujuan bersama organisasinya dalam 
hal ini rumah sakit. 
Jadi dapat disimpulkan , pada indikator bertanggung jawab terhadap 
pimpinan dalam ketentuan yang berlaku oleh perawat dan pegawai RSUD 
Salewangan sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab. Untuk 
indikator ini ditandai dengan adanya kesadaran perawat dan pegawai bahwa 
mereka terikat dalam organisasi yang memiliki ketentuan dan tujuan 
bersama yang harus diwujudkan serta perawat telah memberikan pelayanan 
dan melaksanakan tugas berdasarkan SOP dan ketentuan yang berlaku 
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sehingga pelayanannya berjalan lancar dan tepat. Terlihat juga dengan tidak 
adanya keluhan petugas mengenai ketentuan rumah sakit yang 
memberatkan pelaksanaannya. Walaupun masih ada keluhan pasien 
mengenai lamanya waktu pelayanan namun petugas telah melaksanakan 
berdasarkan prosedur yang berlaku, maka dari itu dalam indikator ini dapat 
dinilai pada tingkat pelayanan 80%. 
 
b. Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan 
Hal ini merupakan struktur pertanggungjawaban berjenjang dari 
organisasi tempat bekera,seperti tanggung jawab kepada atasan organisasi 
dan tanggung jawab untuk pelaksanaan kewajiban bawahan. Setiap 
organisasi memiliki hirarki kekuasaan mulai dari yang teratas hingga 
terbawah.  
Organisasi memiliki struktur berjenjang yang di setiap hirarki tingkatan 
tersebut memiliki fungsi, tugas, dan kewajiban yang berbeda-beda. Hirarki 
kekuasaan dalam struktur organisasi dengan kewajiban yang berbeda 
kemudian menciptakan cara yang berbeda pada setiap struktur dalam 
mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya. Bawahan 
bertanggungjawab terhadap atasannya untuk selalu menjalankan tugas dan 
memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Sedangkan atasan 
menjadi sumber pertanggungjawaban dari tugas yang dilaksanakan oleh 
bawahannya.  Hal ini mencakup bagaimana pertanggungjawaban dari atas 
ke bawah atau dari bawahan ke atasan maupun dari atasan ke bawahannya. 
Di RSUD Salewangan juga terdapat hirarki kekuasaan mulai dari 
direktur sebagai pemegang jabatan tertinggi, kepala bagian, kepala sub 
bagian, karyawan, perawat, dokter, dan lainnya. Semua bagian harus 
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mempertanggungjawabkan tugas yang telah dilaksanakannya. Dari kutipan 
wawancara yang dilakukan kepada Ny. Sr seorang perawat di kelas 
perawatan dewasa mengatakan bahwa : 
”ya kami harus melayani pasien dengan baik dan menjalankan tugas 
dari kepala bagian, contohnya saja kami harus tepat waktu sama rajin “ 
(wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Hal ini juga diungkapkan oleh Nn. No perawat magang yang ada di 
ruang perawatan tersebut : 
“ kami melakukan tugas dengan rajin dan tepat waktu karena kalau 
tidak nilai kami dikurangi dari kepala ruangan” 
(wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Nn. Hr salah satu perawat 
yang berjaga di loket ruang perawatan dewasa : 
“ya, kami harus menjalankan tugas dengan baik, karena kami dinilai 
oleh kepala ruangan di setiap bagian perawatan, penilaiannya itu dinilai dari 
tindakannya kami dan cara kerjanya kami, itu ada penilaiannya setiap bulan” 
(Wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Perawat dan dokter di Rumah Sakit harus bertanggung jawab untuk 
setiap tindakan, sikap, dan pekerjaan yang ditugaskannya. Hasil kinerja 
mereka dipersentasikan ke dalam bentuk nilai yang menjadi tolak ukur 
sejauhmana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka 
dalam memberikan pelayanan yang memuaskan. 
Hal ini juga diatur di dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 23.3 tahun 
2013 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi, uraian tugas dan tata kerja 
RSUD Salewangan Kabupaten Maros pada Bab V tentang tata kerja. Setiap 
pimpinan, kelompok jabatan, dan pelaksana pelayanan wajib berkoordinasi 
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dan berintegrasi sesuai dengan tugas masing-masing. Sudah menjadi 
kewajiban pimpinan untuk mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bertanggungjawab dalam menyiapkan laporan berkala pencapaian kinerja 
bawahannya serta wajib memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 
Untuk mengetahui bagaimana system penilaian dalam menilai kinerja 
dan pertanggungjawaban pegawai, perawat, dan dokter dalam 
melaksanakan tugasnya maka penulis melakukan wawancara kepada Ny. J 
kepala bagian ruang perawatan dewasa. Berikut kutipan wawancaranya : 
“Ada penilaian sebenarnya. Kita ini kan saling memberi contoh ke 
teman – teman. Tidak sama penilaiannya itu. Lewat kinerjanya sama 
kerajinannya semua dinilai.” 
(Hasil Wawancara Tanggal 30 November 2015) 
Selain itu pula diungkapkan oleh kepala ruangan bahwa penilaian 
tersebut merupakan wujud evaluasi dari kinerja yang dilakukan oleh perawat 
dan dokter. Bentuk pertanggungjawaban mereka dalam sebulan bekerja 
berbentuk nilai yang harus mereka capai dan mereka dapatkan dengan 
bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Berikut kutipan 
wawancaranya : 
“System evaluasinya itu ada penilaian dari DP3 , itu yang diberikan 
untuk masing-masing ruang perawatan tiap 6 bulan. Kita akan memberikan 
masukan disitu di DP3.” 
(Hasil Wawancara Tanggal 30 November 2015) 
Hal lain juga diungkapkan oleh kepala ruangan bahwa terdapat 
berbagai macam perawat di rumah sakit. Ada yang rajin dan juga ada yang 
malas. Sikap dan kerajinan yang juga harus dipertanggungjawabkan dalam 
mencapai nilai yang baik dalam evaluasi kinerja. Seperti yang diungkapkan 
oleh kepala ruangan : 
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”Tidak dipungkiri itu ada perwat yang rajin ada yang malas” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Jika perawat dan dokter harus mempertanggungjawabkan tugas dan 
kinerja yang dilakukannya kepada atasan melalui pencapaian nilai, maka 
sudah menjadi tanggungjawab seorang atasan untuk memperbaiki kinerja 
dan tindakan bawahannya. Sebagai kepala ruang perawatan, berikut kutipan 
wawancara dengan Ny. J kepala ruangan mengenai tugasnya dalam 
mengawasi perawat dan dokter : 
“kalau disini ada namanya system oporan, jadi disitu nanti saya 
sampaikan hal-hal penting, kalau pergantian shift contohnya, disitu 
disampaikan kalau mereka harus begini dan pasiennya seperti ini, jadi 
mereka tahu apa yang mau dilakukan” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Hal sama juga diungkapkan oleh perawat bahwa kepala ruangan 
selalu menyampaikan hal-hal penting dalam pergantian oporan agar tidak 
terjadi kesalahan dan pemberian informasi tentang pasien juga 
tersampaikan. Berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. Sr : 
“ya, ada system oporan atau shift, itu ada tiga shift, jadi nanti disitu 
kepala ruangan atau yang bertanggungjawab memberikan informasi untuk 
yang jaga selanjutnya.” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Selain itu pula kepala ruangan bertugas untuk memberikan penilaian 
terhadap perawat dan dokter dalam bekerja. Penilaian ini harus adil dan 
merata serta kepala ruangan harus bertanggungjawab dalam memperbaiki 
kinerja bawahannya. Hal ini dilakukan oleh kepala bagaian ruang perawatan 
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dewasa bahwa harus dilakukan pendekatan dalam memperbaiki kinerja 
pegawai dan juga memberikan peringatan. Berikut kutipan wawancaranya 
dengan Ny. J : 
“Iya, kita adakan pendekatan ke masing-masing pribadi. ada perawat 
yang rajin ada yang malas, dengan begitu pendekatannya juga berbeda. 
Kalau saya biasanya langsung ngomong, bicara secara pribadi untuk 
merubah apa yang tidak bagus  buat dia, jadi biasanya yang lain tidak tahu.” 
(hasil wawancara tanggal 30 november) 
 
Keharusan seorang bawahan mempertanggungjawabkan kinerjanya 
kepada atasan juga diterapkan di dalam hirarki kewenangan di rumah sakit 
umum daerah salewangan. Bentuk pertanggungjawaban pelayan publik di 
bagian medik maupun non medik dilakukan dengan menjalankan setiap 
tugas hariannya yang kemudian direpresentasikan dalam bentuk nilai dari 
DP3 melalui kepala bagian. Setiap tindakan, sikap, dan kerajinan petugas 
pelayanan medik dan non medik di nilai setiap bulannya oleh kepala bagian 
dan kemudian di evaluasi setiap enam bulan oleh DP3 Rumah Sakit 
Salewangan.  
Begitu pula dengan tanggung jawab kepala bagian yang harus 
memberikan kejelasan informasi, memperhatikan kinerja pelayan medik dan 
mengarahkan tugas dan tindakan yang harus dilakukan bawahannya dalam 
hal ini bagian pelayanan medik dan non medik di rumah sakit. 
Setiap lapisan mulai dari bidang pelayanan, kepala bagian, hingga 
direktur memiliki tanggung jawab timbal balik yang mereka jalankan. Di 
rumah sakit salewangan sudah memaksimalkan kinerja masing-masing 
untuk mencapai nilai yang memuaskan sebagai wujud pertanggungjawaban 
dari apa yang telah dijalankannya dalam memberikan pelayanan terhadap 
pasien setiap hari. 
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Dapat dilihat bahwa perawat dan pegawai melaksanakan tugas 
hariannya dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya capaian kinerja yang 
harus mereka penuhi yang direpresentasikan dalam bentuk niali yang 
diberikan oleh kepala bagian ataupun kepala ruangan. Sehingga dalam 
memberikan pelayanan petugas selalu mempertimbangkan tindakan dan 
proses kerjanya dengan maksimal berdasarkan himbauan kepala bagian 
serta kepala bagian yang senantiasa memberikan arahan pelaksanaan tugas 
serta melakukan evaluasi. Walaupun masih terdapat petugas yang dating 
terlambat dan malas dalam bekerja, namun semuanya direpresentasikan 
dalam nilai bulanan mereka, jadi apa yang mereka kerjakan adalah yang 
mereka pertanggungjawabkan. 
Jadi dapat disimpulkan pada indikator bertanggungjawab terhadap 
atasan dan bawahan sudah diwujudkan secara maksimal oleh petugas di 
rumah sakit umum daerah salewangan walaupun masih ada petugas yang 
malas. Hal ini ditandai dengan motivasi kerja pegawai yang harus memenuhi 
standar penilaian oleh kepala bagian sehingga melaksanakan tugasnya 
dengan baik untuk mencapai nilai yang maksimal dalam evaluasi kinerja. 
Jadi bawahan sudah melaksanakan tanggungjawabnya terhadap atasan dan 
begitu pula atasan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan 
bertanggungjawab, maka dari itu dalam indikator ini dapat dinilai pada 
tingkat pelayanan 75%. 
 
c. Bertanggung jawab terhadap masyarakat 
Kewajiban utama untuk melayani kepentingan publik bagaimanapun 
harus mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dia atas 
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diri pribadi. Pada indikator ini merupakan tingkat responsivitas pelayan publik 
baik itu pelayan medik dan non medik dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat utamanya kepada pasien. 
Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengetahui dan 
memahami kebutuhan maupun keinginan pasien sehingga pelayanan yang 
diberikan rumah sakit sesuai dengan yang diinginkan oleh pasien dan 
mampu memenuhi kepuasan pasien baik pada rawat jalan maupun pada 
rawat inap.  
Pelayan bagian medik maupun non medik harus mampu bertanggung 
jawab kepada pasien yang dilayaninya, perawat dan dokter serta pegawai 
rumah sakit harus mampu merespon kebutuhan dan keinginan pasien baik 
dengan cara membangun komunikasi, menunjukkan sikap yang baik, 
kesigapan dalam melayani pasien dan menanggapi keluhan pasien dengan 
cermat dan cepat. 
Pada rumah sakit terdapat dua jenis pelayanan yang berbeda, yaitu 
pelayanan rawat jalan dan juga pelayanan rawat inap. Pelayanan yang 
diberikan pada keduanya pun dilakukan dengan cara yang berbeda pula 
karena pasien yang dihadapi adalah berbeda baik keadaan dan juga 
kebutuhan. Pelayanan pada rawat inap lebih intensif dan melakukan kontak 
langsung dengan pasien yang sama setiap harinya. Sedangkan pada rawat 
jalan petugas dan perawat bertanggungjawab atas pasien yang berbeda 
setiap harinya sehingga dari kedua jenis pelayanan dibutuhkan cara yang 
berbeda dalam pemberian layanannya. 
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Dalam wawancara yang dilakukan kepada kepala bagian rawat inap 
RSUD Salewangan mengatakan bahwa pelayanan harus memuaskan 
pasien yang dilayani, berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. J : 
“pelayanan terhadap pasien itu tentunya semaksimal mungkin kami 
usahakan untuk memuaskan pasien” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Selain itu pula hal yang sama diungkapkan oleh perawat pada bagian 
kelas perawatan dewasa bahwa pelayanan yang maksimal diusahakn 
dengan selalu hadir tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 
menjaga pasien. Berikut kutipan wawancaranya dengan Ny.Hr : 
”pelayanan sudah dilakukan semaksimal mungkin, kami hadir tepat 
waktu karena kalau tidak siapa yang mau jaga pasiennya dan kami 
berhadapan dengan orang jadi kami harus bertanggungjawab” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Namun hal berbeda diungkapkan perawat magang yang ada di ruang 
rawat inap dewasa, berikut kutipan wawancara dengan Nn. No : 
“ kalau dibilang sesuai yah tidak 100 % karena apa yang ada disini 
beda, pasien itu masih belum puas, tadi saja kami dengar mengeluh 
katanya perawatnya kalau dikasi bangun susah” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Penulis kemudian juga melakukan wawancara kepada pasien di kelas 
perawatan dewasa. Berikut beberapa kutipan wawancara yang didapatkan: 
Hasil wawancara pasien tipus Ny. Ne kamar 8 : 
“tidak tau juga karena baru, adaji biasanya tapi kalo butuh biasa 
perawatnya lama baru datang” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
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Hal yang sama juga dipaparkan dalam wawancara terhadap penjaga 
pasien kamar 6 Ny. Sb : 
“tidakji, cepatji bangun kalo dikasi bangun tengah malam dikasi 
bangun, langsungji,tapi biasa memang lama datangnya kalau dipanggil” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Selain itu, untuk melihat kepuasan pasien terhadap pelayanan dari 
perawat maka penulis melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut 
: 
Hasil wawancara Ny. H penjaga pasien kamar 7  : 
“lumayan puas, bagusji cara melayaninya dan selalu tersenyum, 
cepatji juga merespon, tapi sekarang tidak tau karena beda lagi 
perawatnya” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Penulis juga melakukan wawancara kepada Ny. Sb pasien kamar 8 : 
“ puas, baik dan sopan karena kalau ada perawat biasa kami kasi tau 
untuk senyum karena kita itu merasa bagaimana kalau tidak senyum 
senyum, tidak enak juga dirasa kalau kita punya anak sakit terus tidak 
dilayani baik, jadi selalumi senyum kalau dating” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Jika sebelumnya merupakan bentuk pertanggungjawaban perawat 
dan petugas pada bagian rawat inap dalam memberikan pelayanan 
terhadap pasien, maka berikut ini adalah hasil wawancara dengan petugas 
rawat jalan mengenai pelayanan yang diberikan. 
Berdasarkan wawancara dengan Ny. F perawat pada rawat jalan 
bahwa pelayanan yang diberikan belum memuaskan karena sarana yang 
belum terlengkapi. Berikut kutipan wawancaranya : 
“belum sesuai yang diharapkan karena terbatasnya alat-alat di rumah 
sakit” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
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Hali ini juga sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis 
bahwa sarana prasarana rumah sakit pada bagian rawat jalan belum 
tercukupi. Pada ruang tunggu dilengkapi dengan tempat duduk sebanyak 
13 baris untuk pasien dan penjaga pasien namun belum tercukupi. Hal ini 
terlihat dengan masih banyaknya pasien yang menunggu sambil berdiri 
dan ketika pasien banyak berdatangan ruang tunggu kadang tidak 
mencukupi sehingga terkadang banyak pasien yang berada di luar ruang 
poliklinik rawat jalan rumah sakit. 
 
Gambar 11 . Poliklinik Rawat Jalan 
Serta pada diberikan pula keterangan bahwa perawat senantiasa 
peduli pada kebutuhan dan kenyamanan pasien, berikut kutipan 
wawancara dengan Ny. F perawat bagian rawat jalan : 
“ ya, karena perawat dituntut untuk empati terhadap kebutuhan dan 
kenyamanan pasien” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
Selain itu pula perawat juga harus melakukan 5S dalam memberikan 
pelayanan untuk mewujudkan kenyamanan pasien yang dilayaninya. 
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Perawat pada bagian rawat jalan sudah melakukan dengan baik, berikut 
kutipan wawancaranya : 
“ya, karena 5S adalah cirri khas dari perawat atau tim kesehatan 
lainnya untuk memberikan rasa puas pada pasien” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
Pelayan terhadap pasien juga diwujudkan melalui pemberian 
informasi yang tepat terhadap pasien. Diungkapkan oleh Ny. S kepala 
bagian poli interna bahwa pasien diberikan informasi dengan jelas, berikut 
kutipan wawancaranya : 
“ ya, kami memberikan penjelasan kepada setiap pasien yang mudah 
dimengerti dan akurat” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
Hal ini juga diungkapkan oleh perawat Ny. F: 
“ ya, cara mengatasinya adalah meberikan penjelasan yang mudah 
dan dimengerti dan akurat” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015)  
Untuk melihat apakah perawat sudah memberikan pelayanan yang 
baik kepada pasien, maka penulis melakukan wawancara kepada pasien 
rawat jalan untuk melihat apakah perawat melaksanakan pelayanan 
dengan baik. Berikut kutipan wawancaranya : 
“ kalau dokternya pasti bagus, ditanggapi tapi kalau pegawainya 
kalau sudah terlalu lama kadang muka masam” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Hal lain juga diungkapkan oleh pasien rawat jalan Ny. M : 
“ biasanya agak lama dilayani, karena kalau kita ada di loket 
pendaftaran itu kadang tidak langsung dilayani” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
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Selain itu pula untuk melihat sikap perawat, penulis juga melakukan 
wawancara kepada Ny. Ne pasien rawat inap, berikut kutipannya : 
“ ya cukup sopan dan melayani dengan baik” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Selain itu pula penulis juga melakukan wawancara terhadap tenaga 
medis pada bagian rawat inap dan rawat jalan. Pelayanan yang diberikan 
tidak jauh berbeda. Hanya saja beberapa hal mengenai kebutuhan dan 
mewujudkan kepuasan pasien yang berbeda. Berikut kutipan wawancara 
dengan Tn. AM dokter pada bagian rawat jalan : 
“ya penting untuk mengutamakan kepentingan dan kenyamanan 
pasien secara profesionalitas” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
Selain itu untuk memberikan kepuasan kepada pasien pada bagian 
rawat jalan, dokter juga mengungkapkan bahwa : 
“ kami professional, beretika, jujur dan sesuai tuntutan profesi yang 
dijalankan, memeriksa pasien menurut asas menyeluruh dan melayani dan 
mengobati secara holistik” 
(hasil wawancara tanggal 16 desember 2015) 
Dari wawancara dengan dokter pada rawat jalan menandakan bahwa 
tenaga medis sudah berusaha melaksanakan tugasnya untuk melayani 
pasien secara maksimal. Penulis kemudian melakukan wawancara 
terhadap pasien rawat jalan untuk melihat apakah pelayanan dari tenaga 
medis sudah memuaskan, berikut kutipan wawancara dengan Tn. As : 
“iyah ada terus, kami biasanya kalao mengeluh sakit diperiksa sama 
ditanya-tanya secara semuanya” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
 
Hal lain juga diungkapkan oleh Ny. He pasien rawat jalan lain  : 
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“ ya cukup puas, semuanya ditanyakan, mendengar terus diperiksa, 
kalau sudah dikasi resep.” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Selain pada rawat jalan tenaga medis pada rawat inap juga 
melakukan pelayanan dengan maksimal. Hal ini diungkapkan dalam 
wawancara kepada Tn. AS salah seorang dokter pada ruang rawat inap : 
“ya, melakukan pemeriksaan rutin yang tepat waktu supaya kita bisa 
tau keluhan pasien biar segera ditangani, kita juga melakukan pendekatan 
secara individual dan juga melakukan pelayanan dengan professional” 
(Hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Penulis juga melakukan wawancara terhadap pasien untuk melihat 
pelayanan dari tenaga medis. Berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. H 
penjaga pasien : 
“ ya bisa dibilang cukup puas, dokternya datang di pagi hari dan 
diperiksa menyeluruh dan ditanya-tanya” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Hal lain juga diungkapkan oleh Ny. Sb penjaga pasien kamar 8 : 
“ puas, dokternya baik dan selalu dikonsultasikan kalau ada keluhan” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan 
yang diberikan oleh perawat dan tenaga medis pada bagian rawat jalan 
dan rawat inap sudah baik walaupun masih terdapat keluhan dari pasien. 
Pada rawat inap perawat sudah memberikan pelayanan yang baik dan 
cukup memuaskan pasien. Namun beberapa hal yang kemudian 
dikeluhkan adalah sikap perawat. Pada rawat jalan pasien juga sudah 
merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan namun beberapa kebdala 
pelayanan adalah pada sarana dan prasarana yang ada. 
102 
 
Begitu pula untuk tenaga medis, pasien sudah merasa puas terhadap 
pelayanan dokter. Dokter sudah menjalankan kewaibannya untuk melayani 
pasien setiap harinya di rumah sakit. 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perawat dan tenaga medis 
sudah melakukan pelayanan secara professional dan tepat walaupun 
masih dalam kategori lambat dalam menanggapi permintaan pasien, 
karena masih adanya beberapa pasien yang mengeluh perihal kecepatan 
pelayanan, maka dari itu dalam indikator ini dapat dinilai pada tingkat 
pelayanan 70%. 
V.1.2 Subjektif Responsibility 
Jika objektif responsibilitas menjadi tuntutan seseorang untuk 
melaksanakan kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hokum, 
organisasi dan masyarakat, maka pada subjektif responsibilitas ini merupakan 
hal yang menjadi faktor pendorong terhadap seseorang untuk bertindak 
memenuhi kewajibannya tersebut atau keyakinan diri seseorang untuk 
memenuhi tanggungjawabnya di dalam melaksanakan kewajibannya pada 
organisasi dan masyarakat.  
Pada responsibilitas subjektif ini secara garis besar merupakan sebuah 
keyakinan yang berasal dari pribadi seseorang yang memiliki kewajiban untuk 
memenuhi sebuah tanggungjawab. Indikator yang kemudian digunakan dalam 
melihat gambaran keyakinan yang menjadi dorongan dari sebuah responsibilitas 
seorang pelayan publik adalah sebagai berikut : 
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a. Loyalitas 
Hal ini merupakan tingkat kesetiaan seorang administrator publik atau 
pelayan publik terhadap organisasi dimana dia memiliki kewajiban untuk 
memenuhi tanggungjawabnya sebagai bagian dalam organisasi itu. Loyalitas 
menjadi faktor yang mempengaruhi keyakinan atau prinsip seseorang di dalam 
menjalankan tugas, kewajiban, serta memenuhi tanggung jawabnya. Ketika 
seseorang merasa dimiliki ataupun memiliki organisasi tempatnya bekerja, maka 
dia akan merasa senang dan puas sehingga tercipta sikap setia dan cinta 
terhadap organisasi yang menaunginya, hal ini yang kemudian mempengaruhi 
administrator ataupun pelayan publik untukselalu melaksanakan kewajibannya 
demi keberlangsungan organisasi. Sikap loyal terhadap organisasi kemudian 
membuat pelayan publik memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas 
untuk mencapai tujuan organisasinya. 
Sebagai salah satu organisasi pemerintah di bidang kesehatan, pada 
rumah sakit umum daerah salewangan terdapat visi atau tujuan yang ingin 
dicapai. Petugas, perawat, dan tenaga medis melaksanakan tugasnya demi 
mewujudkan visi rumah sakit. Untuk itu adanya loyalitas dalam diri petugas, 
pegawai, perawat, maupun tenaga medis mempengaruhi terwujudnya visi dari 
rumah sakit itu.  
Sangat penting untuk memiliki rasa loyal di dalam diri sebagai bagian dari 
rumah sakit atau organisasi. Apabila semua bagian di dalam rumah sakit loyal 
terhadap organisasinya maka visi rumah sakit akan terwujud karena dorongan ini 
menjadikan kinerja mereka berkualitas dan bertanggungjawab memenuhi 
kewajibannya sebagai wujud mencapai visi tersebut. 
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Seperti dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan perawat pada 
bagian pelayanan rawat jalan bahwa loyalitas adalah hal yang penting untuk 
dimiliki sebab menjadi faktor dalam meningkatkan kinerja pegawai di rumah sakit. 
Berikut kutipan wawancara dengan Ny. F perawat poliklinik interna RSUD 
Salewangan : 
“ Ya, karena keloyalan yang dimiliki berguna untuk peningkatan kinerja di 
Rumah Sakit.” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh perawat pada bagian perawatan 
inap di kelas perawatan Inap dewasa, berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. 
I : 
“Ya, hal itu penting karena kita akan merasa wajib untuk memenuhi 
pekerjaan kita sehari-hari.” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Lebih jelas lagi diungkapkan oleh pegawai rumah sakit pada bagian rawat 
inap bahwa sikap loyal terhadap rumah sakit penting untuk dimiliki untuk 
meningkatkan kinerja pegawai. Berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. Sa : 
“Ya, karena kita bekerja disini, kita dapat penghasilan disini, jadi penting itu 
loyal sama rumah sakit karena bisa jadi meningkatkan kinerja juga sebagai 
perawat sama pegawai.” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Pada rumah sakit umum daerah salewangan perawat sudah menanamkan 
sikap loyal terhadap tempat mereka bekerja. Hal ini ditandai dengan pentingnya 
pegawai dan perawat bersikap loyal terhadap rumah sakit untuk meningkatkan 
kinerjanya maka dari itu dalam indikator ini dapat dinilai pada tingkat pelayanan 
80%.. 
b. Nilai 
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Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal 
mempertimbangakan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai merupakan 
sesuatu yang bersifat abstrak, karena mencakup pemikiran dari seseorang. 
Menurut Horrocks, nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau 
kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau 
sebagai sesuatu yang dibutuhkan. 
Nilai penting untuk ditanamkan di dalam diri sebagai dorongan untuk 
melaksanakan tanggungjawab atau kewajiban. nilai ada beberapa macam, nilai 
sosial, nilai agama, niali seni, niali ekonomi, dan lain sebagainya. Pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Salewangan nilai menjadi cukup penting dalam 
mempengaruhi terciptanya lingkungan kondusif di dalam bekerja. Nilai yang lebih 
dikedepankan di rumah sakit ini adalah nilai moral secara khusus dan terdapat 
nilai-nilai umum yang kemudian menjadi acuan di dalam memberikan pelayanan 
di rumah sakit ini.  
Rumah sakit umum daerah salewangan menetapkan beberapa nilai-nilai 
yang kemudian menjadi acuan di dalam menjalankan pelayanan kepada 
masyarakat. Bentuk fisik yang bersifat terbuka kemudian dapat kita lihat pada 
bagian depan rumah sakit, terdapat papan iklan yang menjelaskan beberapa nilai 
yang kemudian menjadi dasar masyarakat rumah sakit dalam memberikan 
pelayanan. 
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Gambar 12 . Nilai- Nilai RSUD 
Beberapa nilai yang menjadi dasar di dalam memberikan pelayanan di 
Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan adalah : 
1. Professionalisme 
2. Ramah 
3. Peduli 
4. Jujur 
5. Tanggung jawab 
6. Menghargai  
Selain nilai – nilai di atas, beberapa nilai moral yang kemudian diterapkan 
oleh perawat maupun tenaga medis di dalam memberikan pelayanan seperti 
dalam hal kedisiplinan dan kepuasan pasien. Seperti dalam wawancara yang 
dilakukan dengan Ny. Sr perawat pada bagian perawatan falmboyan (interna) : 
“seperti disiplin dalam bekerja dan simpati” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
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Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang perawat yang lainnya 
bahwa terdapat nilai moral selain nilai umum yang ditanamkan di dalam rumah 
sakit, berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. I : 
“ya, itu ada tapi kita juga bersimpati dengan pasien dengan begitu mereka 
merasa nyaman.” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Dalam kutipan wawancara dengan perawat yang bekerja pada rawat jalan 
bagian poli interna, di dapatkan hasil wawancara dengan Ny. F sebagai berikut : 
“ nilai yang diterapkan itu seperti professional dan juga ramah sama 
pasien.” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pegawai dan perawat 
senantiasa menanamkan nilai-nilai moral dan professional di dalam bekerja. 
Perawat dan pegawai berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai umum yang berlaku 
di dalam rumah sakit serta juga menanamkan nilai-nilai moral lainnya di dalam 
menjalankan tugas. 
Pada indikator nilai, dapat disimpulkan bahwa perawat dan pegawai telah 
menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
pemberi pelayanan dan bagian dalam rumah sakit. Hal ini ditandai dengan 
perawat dan petugas yang berusaha untuk melaksanakan nilai profesionalitas, 
disiplin dalam bekerja dan juga moralitas yang diutamakan sehingga 
menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan bertanggungjawab, maka dari itu 
dalam indikator ini dapat dinilai pada tingkat pelayanan 75%. 
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c. Karakter 
Pada bagian ini adalah mengenai karakter atau sifat bawaan dari sesorang. 
Hal ini sangat mempengaruhi di dalam pemberian layanan dan juga dalam 
pelaksanaan kewajiban seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai 
pelayan publik dan bagian di dalam organisasi. Manusia memiliki berbagai 
macam karakter yang berbeda-beda. Tak terkecuali pegawai dan perawat yang 
ada di RSUD Salewangan Kabupaten Maros, mereka memiliki karakter yang 
berbeda-beda. 
Karakter merupakat sifat yang dimiliki oleh seseorang baik itu berkarakter 
keras, kasar, lembut, baik. Semua memiliki dampak yang berbeda terhadap 
pelayanan yang diberikan dalam menghadapi pasien yang juga bermacam-
macam karakter. Pada rumah sakit umum daerah salewangan wajib bagi setiap 
perawat dan tenaga medis sebagai pelayan pasien dan bekerja untuk 
memberikan pelayanan terhadap publik memiliki karakter yang lembut, baik, dan 
mengerti terhadap pasien. Perawat dan tenaga medis harus mampu 
mengadaptasikan dirinya untuk senantiasa menjaga perasaan pasien melalui 
penanaman karakter yang baik. 
Rumah sakit Salewangan mengutamakan lima sikap yang disebut 5S ( 
senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) yang kemudian bertujuan untuk 
menyatukan karakter perawat agar melayani pasien dengan baik dan 
memberikan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. 
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Gambar 13 . 5S 
Rumah sakit umum daerah salewangan telah menetapkan untuk 
senantiasa membudayakan pelayanan berbasis 5S oleh perawat dan tenaga 
medis untuk menciptakan karakter pegawai yang baik dan memuaskan pasien. 
Namun pembawaan karakter seseorang belum sepenuhnya dapat disatukan baik 
dalam aturan yang mengikat. Seperti dalam wawancara yang dilakukan dengan 
Ny.Sr perawat pada bagian rawat inap bahwa tidak semua perawat 
melaksanakan 5S tersebut dalam bekerja, masih ada perawat yang bertindak 
sesuai yang diinginkannya sendiri. Berikut beberapa kutipan wawancara : 
” yah, kalau dibilang mengikuti itu 5S mungkin sebagianji, karena yah 
perawat itu beda-beda karakternya.” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Beberapa pendapat lain juga diungkapkan oleh perawat ruang rawat inap 
tentang karakter yang harus dimiliki sebagai perawat dalam memberikan 
pelayanan, berikut kutipan wawancaranya dengan Ny. I : 
“seorang perawat itu peduli dan peka terhadap pasien, kita 
bertanggungjawab dan harus jujur ” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang perawat yang ada di 
bagian rawat jalan mengenai karakter yang harus dimiliki dalam menghadapi 
pasien, berikut hasil wawancaranya dengan Ny. F: 
“ karakter yang harus dimiliki adalah menunjukkan sikap yang baik dan 
ramah kepada setiap pasien maupun sesama petugas.” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Selain itu pula untuk melihat karakter perawat dan tenaga medis dari sudut 
pandang pasien, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap pasien yang 
ada pada bagian rawat inap dan rawat jalan. 
Berikut kutipan wawancara dengan Tn. As pasien rawat jalan selama 2 
bulan di RSUD Salewangan : 
“ Kalau dokternya pasti bagus, ditanggapi dengan baik, tapi kalau 
pegawaiya kalau sudah terlalu lama kadang muka jelek” 
(hasil wawancara tanggal 17 desember 2015) 
Selain itu pula, untuk melihat karakter petugas maka dilakukan wawancara 
dengan pasien. Sala satunya adalah penjaga pasien Ny. S dari kamar 8 ruang 
rawat inap juga mengungkapan sikap perawat selama ia dirawat di RSUD 
Salewangan : 
“sikap perawat sopan, tapi tidak tersenyum, cukup datar dan sekedar 
melakukan pemeriksaan saja” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
Selain itu pula diungkapkan oleh pasien kamar 6, berikut hasil 
wawancaranya dengan Ny. Ne : 
“ datar kalau datang dan kadang tidak senyum” 
(hasil wawancara tanggal 30 november 2015) 
 
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat karakter 
berbeda-beda pada perawat dan petugas, namun terdapatnya system 5S dalam 
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memberikan pelayanan menjadikan perawat memiliki karakter yang lembut dan 
ramah ketika melayani. Walaupun terdapat keluhan pasien mengenai perawat 
yang bermuka datar dan masam tetapi usaha menanamkan karakter yang baik 
dan lembut sudah dilakukan dengan tepat melalui pelaksanaan 5S tersebut 
dengan tujuan agar pasien merasa puas dengan pelayanan yang baik dari 
perawatnya, maka dari itu dalam indikator karakter ini dapat dinilai pada tingkat 
pelayanan 70%. 
 
V.2 Wujud Responsibilitas Pelayanan Publik RSUD Salewangan 
V.2.1 Objektif Responsibility 
Wujud pertanggungjawaban merupakan hasil dari pelaksanaan tugas 
individu maupun organisasi yang dapat dilihat secara fisik ataupun secara 
abstrak tetapi diketahui hasilnya. Seperti halnya pelaksanaan pelayanan 
kesehatan yang merupakan proses pemberian jasa yang berhubungan dengan 
manusia, maka dilihat dari indikator yang sebelumnya tentang bagaimana 
pemberi pelayanan sudah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya 
baik itu bertanggung jawab terhadap hukum, organisasinya, dan masyarakat 
yang dilayaninya (pasien) dapat ditemukan pula bentuk pertanggungjawaban 
yang dilaksanakan melalui data fisik seperti : 
1. Melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah), Rumah Sakit 
Umum Daerah Salewangan melakukan pertanggungjawaban kepada 
pemerintah Kabupaten Maros khususnya  dimana bertanggung jawab 
langsung kepada Bupati melalui sekertaris daerah dalam hal pelaksanaan 
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kegiatan rumah sakit beserta bukti dana yang digunakan dalam 
pelaksanaan aktivitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit. 
2. Pelaksanaan tugas oleh Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit 
dipertanggung jawabkan melalui Form Penilaian Kepala Bagian dan juga 
Laporan Evaluasi Bulanan yang dilaporkan pada DP3 Rumah Sakit 
sebagai bukti pelaksanaan kinerja pegawai dan petugas kesehatan yang 
ada di RSUD Salewangan. 
3. Pemberian pelayanan medik berdasarkan SOP pelayanan yang berlaku 
dipertanggungjawabkan melalui pelaksanaan pelayanan mulai dari rekam 
medik, pemeriksaan, sampai pada status pulang pasien. Rekam medis 
adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas 
pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta 
tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan 
merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau doktergigi 
mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka 
pelayanan kesehatan. 
Rekam Medis merupakan sebuah bukti utama yang membenarkan 
adanya pasien dengan identitas yang jelas dan bukti bahwa adanya 
pelayanan yang diberikan pada pasien melalui catatan pemeriksaan dan 
pengobatan di sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan 
dokumentasi pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan 
penunjang medis dan sebagai tanda bukti yang sah dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum dan bersifat rahasia sehingga 
hanya pihak RSUD berkepentingan yang mengetahui. 
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V.2.2 Subjektif Responsibility 
Jika dilihat dari objektif responsibility maka pertanggungjawaban SDM 
rumah sakit dapat dilihat dari bentuk fisik seperti adanya Laporan Akuntabilitas, 
Laporan Evaluasi Bulanan, dan juga bentuk pelayanan melalui Rekam Medis 
sebagai bukti. Sedangkan pada Subjektif Responsibilitytidak dapat dikaitkan 
dengan bentuk fisik dari pertanggungjawabannya sendiri. Hal ini disebabkan 
subjektif responsibility berkaitan dengan keyakinan dalam diri seseorang yang 
membuatnya ingin melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan tugas dan pelayanan yang dilakukannya. 
Beberapa hal yang kemudian menjadi dasar sebuah wujud responsibilitas 
di dalam subjektif responsibility pada pelaksanaan pemberian pelayanan 
kesehatan di RSUD Salewangan adalah melalui : 
1. Kesatuan visi yang ingin dicapai dan pengembangan petugas melalui 
Reward dan Punishment yang diberikan pada pegawai yang loyal pada 
RS. 
2. Kesatuan Nilai yang ditanamkan melalui Motto RSUD yang senantiasa 
di junjung dalam pemberian pelayanan yaitu “dengan budaya sipakatau 
kami melayani dengan sepenuh hati”  
3. Kesatuan sikap dalam pemberian pelayanan yaitu melalui 5S yaitu 
Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1 Kesimpulan 
Berikut ini akan diuraikan kesimpulan mengenai responsibilitas 
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan berdasarkan faktor 
berikut : 
a. Objektif responsibilitas 
1. Bertanggung jawab terhadap pimpinan dalam hukum yang berlaku 
Indikator ini mencakup pertanggungjawaban seluruh sumber daya 
terkait dalam lingkup rumah sakit untuk mematuhi kebijakan dan 
ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Dalam pemberian pelayanan 
di rumah sakit terdapat tugas dan fungsi masing-masing dari setiap 
unsur terkait yang ada di rumah sakit. Setiap pemberi layanan harus 
menjalankan ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Perawat dan 
pegawai RSUD Salewangan sudah bertanggung jawab dalam 
melaksanakan ketentuan dan mematuhi peraturan rumah sakit. Hal ini 
ditandai dengan kesadaran petugas bahwa mereka terikat pada 
rumah sakit dan wajib untuk mematuhi aturan serta perawat telah 
menjalankan tugas dengan mengikuti SOP yang berlaku.walaupun 
masih ada keluhan mengenai lama waktu pelayanan namun hal ini 
adalah tidak berlangsung setiap saat dan pelayanan juga dilakukan 
sudah berdasarkan SOP. 
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2. Bertanggung jawab terhadap atasan dan bawahan 
Indikator ini berkaitan dengan pertanggungjawaban bawahan 
terhadap pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan 
pertanggungjawaban atasan untuk menjadi penunjuk arah bagi 
bawahannya. Dalam hal ini perawat dan pegawai dianggap 
bertanggungjawab terhadap atasan dengan melaksanakan perintah 
dan arahan yang diberikan, hal ini juga ditandai dengan nilai yang 
diberikan kepada mereka sebagai ukuran kinerja mereka dari atasan. 
Begitu pula sebaliknya, atasan sudah bertanggung jawab dengan baik 
dalam meberikan arahan kepada bawahannya dan melaksanakan 
tugasnya untuk memberikan penilaian. Namun walaupun bertanggung 
jawab dengan baik namun motivasi pertanggungjawaban yang 
dilakukan karena adanya penilaian bulanan dari atasan untuk 
dilaporkan ke DP3 dan masih adanya petugas yang malas. 
3. Bertanggung jawab terhadap masyarakat 
Indikator ini berkaitan dengan pemenuhan kepentingan publik dan 
pelayanan atas pasien. Perawat dan tenaga medis sudah 
memberikan informasi dengan jelas dan bersikap professional dalam 
bekerja namun pelayanan yang diberikan masih tergolong lambat 
karena masih adanya beberapa pasien yang mengeluh perihal 
lambatnya pelayanan dan tanggapan perawat. Hal ini disebabkan 
terkendalanya pemberian layanan karena sarana dan prasarana yang 
belum cukup mendukung.  
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b. Subjektif responsibilitas 
1. Loyal 
Hal ini merupakan sikap loyal petugas terhadap komitmen brsama di 
dalam rumah sakit. Petugas dianggap memiliki loyalitas yang tinggi 
terhadap RSUD Salewangan, hal ini ditandai dengan pelaksanaan 
tugas harian yang senantiasa dilaksanakan dan antusiasme petugas 
bahwa mereka harus meningkatkan kualitas kerjanya agar mencapai 
visi rumah sakit. 
2. Nilai 
Hal ini berkaitan dengan kepercayaan atau nilai yang ditanamkan di 
dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Petugas 
RSUD Salewangan sudah menerapkan nilai – nilai yang baik secara 
moralitas dan professional. Hal ini dilihat dari penanaman nilai umum 
rumah sakit yang mereka jalankan dan tanamkan sehari-hari. 
3. Karakter  
Hal ini berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh petugas RSUD 
Salewangan. Walaupun memiliki karakter yang berbeda-beda namun 
petugas telah mematuhi system 5S (senyum, salam, sapa, santun, 
dan sopan) dalam memberikan pelayanan sehingga di dalam 
memberikan pelayanan senantiasa memuaskan pasien dengan 
bersikap santun dan lembut. 
VI.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapasaran 
yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan responsibilitas 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangan, antara lain : 
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1. Petugas rumah sakit disarankan bisa mematuhi semua ketentuan 
rumah sakit dan menjalankan SOP sepenuhnya dalam 
melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada pasien. 
2. Petugas rumah sakit diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam 
melaksanakan tugas harian bersama atasan sehingga tercipta 
lingkungan keraja yang lebih kondusif dan terciptanya pelaksanaan 
kerja yang lebih berkualitas. 
3. Petugas rumah sakit diharapkan mempertahankan motivasi kerjanya 
untuk senantiasa loyal dan antusias dalam melaksanakan tugas 
untuk mewujudkan visi rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan 
yang lebih baik. 
4. Rumah Sakit diharapkan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan 
pasien dan menjaga kebersihan yang ada agar pasien dapat lebih 
nyaman begitu pula pengunjung rumah sakit. 
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